Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 01/Pid/ TPK/2011/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI pada
PENGADILAN  TINGGI  TANJUNGKARANG yang memeriksa dan
mengadil i perkara - perkara tindak pidana korupsi dalam
tingkat banding, telah menja-tuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara terdakwa: -----------------------------

-------------------- Ir. Hi. DIAN NURASA DJAFAR Bin DJAFAR

lahir di Tanjungkarang, umur 52 tahun (09 Desember 1957),
laki- laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan

PNS / Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Kota Bandar
Lampung, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bengkel No.6
Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar

Lampung, Pendidikan Sarjana (81);-

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya bernama
DEDY MAWARDI, SH dan OSEP DODDY, SH. Advokat- Mediator-
Konsultan Hukum pada LAW FIRM MAWARDI & PARTNERS

berdasarkan surat kuasa khusus tertangal 5 Maret 2010;-

Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dalam tahanan Kota
sejak tanggal 20 Juli 2010 sampai dengan tanggal 8 Agustus
2010, dan untuk selanjutnya sampai dengan sekarang,

terdakwa berada diluar tahanan/tidak ditahan;-
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Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;-

Setelah membaca berkas perkara maupun surat- surat

lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana

terlampir dalam berkas perkara ini;-
Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri
Tanjungkarang tanggal 07 April 2011

Nomor:694/Pid.Sus/2010/PN.TK. yang amarnya berbunyi sebagai

berikut

Menyatakan Terdakwa Ir. DIAN NURASA DJAFAR bin DJAFAR
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa Ir. DIAN NURASA DJAFAR bin DJAFAR
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara
bersama-sama dan berlanjut”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6
( enam) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap,
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
tersebut;

Menetapkan barang- barang bukti berupa
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A. Asli Daftar Surat Perintah Membayar (SPM) Yang Menjadi
Lampiran Sp2d Yang Dananya Masuk Ke Rekening No:
380.03.04.15822.5 Sebanyak 42 (Empat Puluh  Dua)
Lembar .

B. Slip Penarikan Dana Dari Rekening No:
380.03.04.15822.5 Sebanyak 30 (Tiga Puluh) Lembar Asli
Dengan Perincian Sebagai Berikut
1
DIAN NURASA
26 DESEMBER 2008
21.200.000

2
FEBRI SILPANES

26 DESEMBER 2008
65.215.000

3
LEBONO

06 JANUARI 2009
6.639.054

4
EFFENDI BASIR

06 JANUARI 2009
4.432.362

5
LEBONO

06 JANUARI 2009
4.426.214

6
ZAINUDIN

06 JANUARI 2009
21.601.428

7
ZAINUDIN

07 JANUARI 2009
17.000.000

8
BARONI

07 JANUARI 2009
8.873.098

9
BARONI

07 JANUARI 2009
8.867.842

10
HAZAIRIN

07 JANUARI 2009
4.400.000
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11
YUDI SH

07 JANUARI 2009
8.804.000

12
FAIZAL RIZAL

07 JANUARI 2009
4.345.000

13
FAIZAL RIZAL

07 JANUARI 2009
4.435.000

14
AHMAD YULIZAR

07 JANUARI 2009
4.427.000

15
GOZALI TIMBASZ

12 JANUARI 2009
6.000.000

16
SUWANDI

13 JANUARI 2009
35.500.000

17
AGUS HERMANTO

15 JANUARI 2009
3.104.908

18
ALIN JAYA

15 JANUARI 2009
4.430.000

19
DEDY USVAN

15 JANUARI 2009
8.869.089

20
RUSTAM EFFENDI

16 JANUARI 2009
20.000.000

21
RUSTAM EFFENDI

16 JANUARI 2009
25.000.000

22
SUPRIYADI
19 JANUARI 2009
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16.000.000

23
ARI NASOPA

22 JANUARI 2009
30.000.000

24
RINO RUDIANTO ST

27 JANUARI 2009
40. 512.000

25
RINO RUDIANTO ST

27 JANUARI 2009
44.119.000

26
BARONI

28 JANUARI 2009
87.032.000

27
S IRAWAN

13 FEBRUARI 2009
5.886.818

28
RISMANSYAH

19 FEBRUARI 2009
13.298.512

29
DIAN NURASA

12 FEBRUARI 2009
500.000

30
DIAN NURASA

11 FEBRUARI 2009
20.597.000

JUMLAH
545.515.325

C Slip penyetoran dana dari rekening no:
380.03.04.15822.5 atas nama Ir. Dian Nurasa Djafar
sebanyak 2 (dua) lembar asli, dengan perincian sebagai
berikut:

1

DIAN NURASA
06 JANUARI 2009
21.601.428
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2

DIAN NURASA
11 JUNI 2009
20.597.450

JUMLAH
42.198.878

D Rekening koran tabungan Sigermas PT. Bank Lampung
kantor cabang utama atas nama Ir. Dian Nurasa Djafar.
No. Rekening 380.03.04.15822.5 periode desember 2008
s/d november 2009 (rekening masih aktif).

E Fotocopy vyang dilegalisir surat perintah pencairan
dana (SP2D) kegiatan proyek tahun anggaran 2008 yang
ppk atas nama Ir. Dian Nurasa Djafar Bin Djafar
sebanyak 9 (sembilan) lembar SP2D dengan perincian
sebagai berikut:

NO
cv
Dir/Kuasa Dir
SP2D
PROSENTASE (%)
Dana dibayarakan langsung Kerekanan

1
MAJU TERUS LAN CAR
BARONI,SE
2947/SP2D/06/2008
30
Dibayarkan langsung ke rekanan
6798SP2D/10/2008
60
Sda
10713/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar
2
BUNGO PADI
YUDI ANDRIAN SYAH
2857/SP2D/06/2008
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30
Dibayarkan langsung ke rekanan

11118/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar

5913/SP2D/09/2008
60
Dibayarkan langsung ke rekanan
3
PAGAR ALAM
BARONI
2945/SP2D/06/2008
30
Sda
5425/SP2D/09/2008
60
Sda
10728/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk ke rekening Dian Nurasa Djafar
4

SURYA ADIGU NA
SURYA WIRYAWAN

3685/SP2D/06/2008
30
rekanan
10985/SP2D/12/2008
60

Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar
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10984/SP2D/12/2008
10
Dibayarkan langsung ke rekanan

5
DEWI FORTU NA
YUDI ANDRIAN SYAH

2858/SP2D/06/2008
30
Sda
6169/SP2D/09/2008
60
Sda
11247/SP2D/12/2008
10

Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar

6
MENDAYUN CITRA PERKA SA
YANURI ADI SAPUTRA
2946/SP2D/06/2008
30
Dibayarkan langsung ke rekanan

6628/SP2D/10/2008
60
Sda
10730/SP2D/12/2008
10

Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar

7
VALENTINE JAYA
M. KHOMAINI JANDRIAN SYAH
2826/SP2D/06/2008
30
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Sda
4581/SP2D/08/2008

60

Sda
9840/SP2D/12/2008

10

Sda
10686/SP2D/12/2008

10

Sda
8
PADE WA MENG GALA SAKTI
DOMI PRINGANDI
2847/SP2D/06/2008

30

Sda
...... /SP2D/09/2008

60

Sda
10729/SP2D/12/2008

10

Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar

9
CIPTA BA NGUN UTAMA
ARIF YULIANTO
2859/SP2D/06/2008
30
Dibayarkan langsung ke rekanan
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6167/SP2D/06/2008
60
Sda
11117/SP2D/06/2008
10

Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar

F Fotocopy Dilegalisir Daftar Surat Perintah Membayar
(SPM) Yang Menjadi Lampiran SP2D , Sebanyak 9
( Sembilan) Lembar

NO
cv
Dir/Kuasa Dir
SP2D
PROSENTASE (%)
Dana
dibayarakan
langsung
Kerekanan
1
MAJJ TERUS LAN CAR
BARONI,SE
2947/SP2D/06/2008
30
Dibayarkan
langsung ke
rekanan
6798SP2D/10/2008
60
Sda
10713/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar
2
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BUNGO PADI
YUDI ANDRIAN SYAH
2857/SP2D/06/2008

30
Dibayarkan
langsung ke
rekanan

11118/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

5913/SP2D/09/2008
60
Dibayarkan
langsung ke
rekanan

3
PAGAR ALAM
BARONI
2945/SP2D/06/2008
30
Sda

5425/SP2D/09/2008
60
Sda

10728/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk
ke rekening
Dian Nurasa
Djafar

4
SURYA ADIGUNA
SURYA WIRYAWAN
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3685/SP2D/06/2008

30
Rekanan

10985/SP2D/12/2008
60
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

10984/SP2D/12/2008
10
Dibayarkan
langsung ke
rekanan

5
DEWI FORTUNA
YUDI ANDRIAN SYAH
2858/SP2D/06/2008

30
Sda

6169/SP2D/09/2008
60
Sda

11247/SP2D/12/208
10
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

6
MENDAYUN CITRA PERKA SA
YANURI ADI SAPUTRA
2946/SP2D/06/2008

30
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Dibayarkan
langsung ke
rekanan

6628/SP2D/10/2008
60
Sda

10730/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

7
VALENTINE JAYA
M. KHOMAINI JANDRIAN SYAH
2826/SP2D/06/2008

30
Sda

4581/SP2D/08/2008
60
Sda

9840/SP2D/12/2008
10
Sda

10686/SP2D/12/2008
10
Sda

8
PADBWA MENGGALA SAKTI
DOMI PRINGANDI
2847/SP2D/06/2008
30
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Sda

...... /SP2D/09/2008
60

10729/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

9
CIPTA BANGUN UTAMA
ARIF YULIANTO
2859/SP2D/06/2008
30
Dibayarkan
langsung ke
rekanan

6167/SP2D/06/2008
60
Sda

11117/SP2D/06/2008
10
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

G Berkas CV. SURYA ADIGUNA yang terdiri dari
1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak)
nomor 602.2/133/KTR- LU/PDG/C.1/11/BL/2008 tanggal 10
Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV.
SURYA ADIGUNA tentang Pekerjaan Pembuatan Saluran
Drainase/Talud Kali Islamic Center Kelurahan
Rajabasa Raya.
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1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat Bulanan Nomor 1
(Periode 09-06 Juli 2008) atas nama CV. SURYA ADI
GUNA.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Prestasi Kemajuan
Pekerjaan

H Berkas CV. CIPTA BANGUN UTAMA yang terdiri dari

1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak)
nomor 602.2/140/KTR- LU/PDG/C.8/11/BL/2008 tanggal 4
Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV.
CIPTA BANGUN UTAMA tentang Pekerjaan  Pembuatan
Saluran Drainase/Talud Gang Lippo Belakang Mesjid Al
Ikhlas s/d Gang Bank Mandiri Kelurahan Teluk Betung
Selatan.

1 (satu) buah Dokumen  Asli Gambar Pelaksanaan
(Asbuil t- Drawing) CV. CIPTA BANGUN UTAMA untuk
pekerjaan Pembuatan  Saluran  Drainase/Talud  Gang
Lippo Belakang Mesjid Al Ikhlas s/d Gang Bank
Mandiri Kelurahan Teluk Betung Selatan.

1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat bulanan.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Prestasi Kemajuan
Pekerjaan

| Berkas CV. BUNGO PADI yang terdiri dari
1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak)
nomor 602.2/139/KTR- LU/PDG/C.7/11/BL/2008 tanggal 4
Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV.
BUNGO PADI tentang Pekerjaan Pembuatan  Saluran
Drainase/Talud Jalan Purnawirawan IV Kelurahan
Gunung Terang.

1 (satu) buah Dokumen  Asli Gambar Pelaksanaan
(Asbuilt- Drawing) CV. BUNGO PADI.
1 (satu) buah  Dokumen Asli Sertifikat bulanan

Progress Nomor 1& Nomor 2.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Prestasi Kemajuan
Pekerjaan

J Berkas CV. MAJ TERUS LANCAR yang terdiri dari
1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak)
nomor 602.2/144/KTR- LU/PDG/C12/11/BL/2008 tanggal 10
Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV.
MAJJ TERUS LANCAR tentang Pekerjaan Rehabilitasi
Saluran Drainase/Talud Jalan P. Morotai (Simpang

Jalan Antasari Kelurahan Jagabaya II1I).

1 (satu) buah Dokumen  Asli Gambar Pelaksanaan
(Asbuilt- Drawing) CV. MAM TERUS LANCAR untuk
pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran
Drainase/Talud Jalan P. Morotai (Simpang Jalan
Antasari Kelurahan Jagabaya 111).

1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat bulanan.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Prestasi Kemajuan
Pekerjaan

K Berkas CV. PAGAR ALAM yang terdiri dari
1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak)
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nomor 602.2/143/KTR- LU/PDG/C.11/11/BL/2008 tanggal
19 Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan
CV. PAGAR ALAM tentang Pekerjaan Pembuatan Saluran
Drainase/Talud Jalan P. Singgal ang Kelurahan
Sukarame

1 (satu) buah Dokumen Asli CCO (Contrak Change Order)
nomor 602.2/143.A/KTR-LU/PDG/C11/11/BL/2008 tanggal
25 Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan
CV. PAGAR ALAM.

1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat bulanan nomor |,
I, 1.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Prestasi Kemajuan
Pekerjaan

L  Buku tabungan Sigermas PT. Bank lampung kantor cabang
utama atas nama Ir. Dian Nurasa Djafar. No. Rekening
380.03.04.15822.5 periode desember 2008 s/d november
2009 (rekening masih aktif).

M 1 (satu) buah dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kantor
Perwakilan Provinsi Lampung No: 33/H/X11.BLP/12/2008
tanggal 24 Desember 2008.

N Surat Edaran Walikota Nomor 900/2406/02.9/2008 tanggal
24 November 2008 perihal langkah- langkah dalam
menghadapi akhir tahun 2008

O Notulen rapat tanggal 13 Desember 2008

P  Surat Walikota Lampung nomo 700.167.22.2009 tanggal 24
April 2009 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Q Buku tabungan Siger Mas atas nama Army Putra no.
Rekening 380.03.04.15875.1 Kantor Cabang Utama Bank
Lampung — Bandar Lampung.

R Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
337 /PT38 .1l / B1 .10 /C |/ 1986 Perihal pengangkatan
Ir. Dian Nurasa Djafar sebagai Pegawai Negeri Sipil

S Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor
821.22/02/25/2010 Tentang Pengangkatan |Ir. Dian Nurasa
Djafar sebagai Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

T 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung selaku Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor:
602.1/156/11/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat
Komitmen/ Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota
Bandar Lampung TA 2008 tanggal 28 Mei 2008.

U Surat ATAS NAMA Ir. HA. SAUKI SHOBIER, SH. PERIHAL
PEMINDAHBUKUAN DENGAN NOMOCR: 600/ 339/ 11/ 2008
TERTANGGAL 17 DESEMBER
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\% Berkas CV. PADBEWA MENGGALA SAKTI yang terdiri dari

1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak)
nomor 602.2/138/KTR-LU/PDG/C.6/11/BL/2008 tanggal 7
Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV.
PADEWA MENGGALA SAKTI tentang Pekerjaan Pembuatan
Saluran Drainase/Talud Jalan Bung Tomo Kelurahan
Gedong Air.

1 (satu) buah Dokumen Asli CCO (Contrak Change Order)
nomor 602.2/138.A/KTR-LU/PDG/C6/11/BL/2008 tanggal
23 Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan
CV. PADEWA  MENGGALA  SAKTI tentang Pekerjaan
Pembuatan Saluran Drainase/Talud Jalan Bung Tomo
Kelurahan Gedong Air.

1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat Bulanan Nomor 1
(Periode 09-06 Juli 2008)

1 (sa tu) buah Dokumen Asli Laporan Harian

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Prestasi Kemajuan
Pekerjaan

W  Berkas CV. VALENTINE JAYA yang terdiri dari

1 (satu) buah  Dokumen fotokopi Surat Perjanjian
(Kontrak) nomor 602.2/142/KTR-LU/PDG/C.10/11/BL/2008
tanggal 10 Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen
dengan Cv. VALENTINE JAYA tentang Pekerjaan
Pembuatan Saluran Drainase/Talud Jalan Batusangkar
RT 02/LK Il Kelurahan Kelapa |IIl Tanjung Karang
Pusat .

1 (satu) buah Dokumen fotokopi Sertifikat Bulanan

1 (satu) buah Dokumen fotokopi Laporan Harian

1 (satu) buah  Dokumen fotokopi Laporan  Prestasi
Kemajuan Pekerjaan

X Berkas CV. DEWI FORTUNA yang terdiri dari
1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak)
nomor 602.2/141/KTR-LU/PDG/C.9/11/BL/2008 tanggal 4
Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV.
DEWI FORTUNA tentang Pekerjaan Pembuatan Saluran
Drainase/Talud Jalan H. Agus Salim (dari Depan Bank
Danamon s/d Gang Grafika Raya Kelurahan Kelapa III.
1 (satu) buah Dokumen  Asli Addendum | nomor
602.2/141.A/KTR- LU/PDG/C9/11/BL/2008 tanggal 17 Juni
2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. DEWI
FORTUNA.
(satu) buah Dokumen Asli Surat Pernyataan pekerjaan
selesai 100% dari konsultan CV. TAKABEYA KONSULTAN.
1 (satu) buah Dokumen Asli Gambar Pelaksanaan (as-
built drawing).
(satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.
(satu) buah Dokumen Asli Laporan Prestasi Kemajuan
Pekerjaan

[EEN

el

Y Berkas CV. MENDAYUN CITRA PERKASA yang terdiri dari
1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak)
nomor 602.2/135/KTR- LU/PDG/C3/11/BL/2008 tanggal 11
Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV.
MENDAYUN CITRA PERKASA tentang Pekerjaan Pembuatan
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Saluran Drainase/Talud Jalan DPR Kelurahan Jagabaya
1.

1 (satu) buah Dokumen Asli CCO (Contrak Change Order)
nomor  602.2/135.A/KTR- LU/PDG/C3/11/BL/2008 tanggal
25 Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan
CV. MENDAYUN CITRA PERKASA.

1 (satu) buah Dokumen Asli Back Up Data - Volume CV.
MENDAYUN CIPTA.

PERKASA untuk pekerjaan Pembuatan Saluran
Drainase/Talud Jalan DPR Kelurahan Jagabaya II.

1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat bulanan.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Prestasi Kemajuan
Pekerjaan

z Uang sejumlah Rp. 397.239.172,15 (Tiga ratus sembilan
puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu
seratus tujuh puluh dua rupiah lima belas sen) ;

Semuanya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Ir. Hi. A.
SAUKI SHOBIER, SH, DONI PARARIAN, Amd., KHOMAINI
JANDRIANSYAH, dan YANURI ADI SAPUTRA.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); -

Mengingat akan akta permintaan banding Nomor:
694/Pid.B/2010/PN.TK yang dibuat oleh  Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa
pada tanggal 7 April 2011 terdakwa dengan perantaraan
Kuasa/Penasihat Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 05 Maret 2010, telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan
banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada

tanggal 13 April 2011;- ------------mm oo

Mengingat pula akan akta permintaan banding

Nomor:694/Pid.B/ 2010/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera
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Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa
pada tanggal 13 April 2011, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bandar Lampung juga mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan
banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada

tanggal 13 Mei 2011;- --------------------------

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding,
kepada terdakwa  maupun  Penuntut Umum telah diberi
kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, vyaitu
sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan  untuk

mempelajari berkas perkara masing- masing tertanggal 19 Mei

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan berkas perkara
dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan pada tingkat
banding, baik terdakwa maupun Penuntut Umum sebagai para
pembanding, tidak menyerahkan/ mengajukan memori banding,
sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang
menjadi alasan- alasan dan keberatan- keberatannya terhadap

putusan Pengadilan Negeri tersebut; -

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori
banding dari pembanding (baik terdakwa maupun Penuntut
Umum) tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa

ulang secara keseluruhan perkara tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan
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Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut
DAKWAAN :

PRIMAIR:

------- Bahwa Terdakwa Ir. Hi. DIAN NURASA DJAFAR Bin
DJAFAR Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan
surat pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
Nomor:75543/C/E 1Y.1/1984 tanggal 18 Juli 1984 dan pada
tahun 2008 telah diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Marga
pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung berdasarkan
surat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural Nomor:821.22/01/25/2008 tanggal 21 Februari 2008
yang diberi tugas dan wewenang sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen Kegiatan Bidang Bina Marga dan Bidang Sumber Daya
Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Bandar Lampung selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Nomor:602.1/156/ 11/2008 tanggal 28 Mei
2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuata Komitmen/Kuasa
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di
Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Tahun
Anggaran 2008, yang melakukan atau turut serta melakukan
perbuatan secara berlanjut bersama dengan Ir. Hi. A. SAUKI
SHOBIER, SH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar
Lampung) pada hari dan tanggal vyang sudah tidak dapat
diingat lagi pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan
Desember 2008, atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam
tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota
Bandar Lampung di Jalan Abdi Negara No.4 Teluk Betung
Bandar Lampung atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tanjung Karang, secara melawan hukum memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
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merugikan keuangan negara atau perkonomian negara, antara
beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut , yang

dilakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut

Pada tahun2008 Kantor Dinas PU Kota Bandar Lampung mendapat
Anggaran belanja modal yang tertuang dalam APBD Murni
dan Perubahan sebagai berikut:

APBD Murni sebesar Rp.100.869.788.050 (seratus milyar
delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh taus
delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) dan;

APBD Perubahan (APBD-P) sebesar Rp.23.000.000.000,- ,
(dua puluh tiga milyar rupiah).

Sehingga total belanja modal tahun 2008 Tahun Anggaran

2008 sebesar Rp. 123.869.788.050,- (seratus dua puluh

tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh

ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

Untuk melaksanakan kegiatan/proyek yang dananya dari
belanja modal, Ir.Hi. A. Sauki Shobier, SH. selaku
Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung mengangkat 4 (empat)
orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sesuai Surat
Keputusan Kepala Dinas PU Nomor:602.1/156/11/2008
tanggal 28 Mei 2008 tentang Pejabat Pembuat Komitmen /
Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat sebagai berikut:

ARMY PUTRA, ME.

Ir. Hi. DIAN NURASA DJAFAR
AMIRUDDIN.

IWAN GUNAWAN.

Dari belanja modal sejumlah Rp. 123.869.788.050,- (seratus
dua puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan
juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh

rupiah), sejumlah Rp.18.998.472.630,- (delapan belas
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milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat
ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah)
dikelola terdakwa untuk mendanai kegiatan/proyek
sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) paket vyang terdiri
dari Kegiatan Sumber Daya Air sub kegiatan Pembangunan
Saluran Drainase [/ Gorong - Gorong dan Kegiatan Bina
Marga sub kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Perkotaan serta sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
dan Jembatan dimana terdakwa selaku PPK berkewajiban
melaksanakan pengendalian terhadap perjanjian [/ kontrak

paket pekerjaan tersebut.

Ke-93 (sembilan puluh tiga) paket pekerjaan tersebut

terdiri dari

APBD  murni sebanyak 61 paket dengan dana Rp.
16.505.582.630,- (enam belas milyar lima ratus lima
juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga
puluh rupiah) dan;

APBD  perubahan sebanyak 32 paket dengan nilai
Rp.2.492.890.000,- (dua milyar empat ratus sembilan
puluh  dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu
rupiah).

Tugas dan wewenang terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen
berdasarkan Surat Keputusan Kadis PU Kota Bandar
Lampung Selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Nomor : 602.1/156/11/2008 tanggal 28 Mei 2008
adalah
Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PU terhadap fisik

dan keuangan;

Menetapkan besaran uang muka.

Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dan
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menandatangani SPM(Surat Perintah Membayar).
Melaporkan pelaksanaan pengadaan Kepada Kepala Dinas.
Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak.
Menyerahkan aset hasil pengadaan kepada Walikota dengan

berita acara penyerahan vyang diketahui oleh Kepala

Dinas PU Kota Bandar Lampung;

Sejalan dengan tugas dan wewenang terdakwa selaku Pejabat
Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kadis PU
Kota Bandar Lampung Selaku Pengguna Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Nomor : 602.1/156/11/2008 tanggal
28 Mei 2008, maka berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden
nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah terdakwa juga
mempunyai Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengguna
Barang atau Jasa tersebut sebagai berikut:

Menyusun perencanaan pengadaan barang atau jasa;

Mengangkat panitia atau pejabat pengadaan barang atau
jasa;

Menetapkan paket- paket pekerjaan disertai ketentuan
mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil
termasuk koperasi, serta kelompok masyarakat;

Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri
(HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi
pengadaan yang disusun panitia pengadaan;

Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadan panitia
pengadaan sesuai kewenangannya;

Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia
barang atau jasa sesuai ketentuan yang berlaku;

Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian atau kontrak
dengan pihak penyedia barang atau jasa;
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Melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan
barang atau jasa kepada pimpinan instansinya;

Mengendalikan pelaksanaan perjanjian atau kontrak;

Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset
lainnya kepada Menteri / Panglima TNI/Kepala
POLRI/Pemimpin Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota /
Dewan Gubernur BIl/Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/BUMD
dengan Berita Acara Penyerahan;

Menandatangani pakta Integritas sebelum pelaksanaan
pengadaan barang atau jasa dimulai.

Selain itu Tanggung Jawab pengguna barang atau jasa
termasuk juga segi administrasi, fisik, keuangan, dan
fungsional atas pengadaan barang atau jasa Yyang

dilaksanakan.

Pembayaran kepada rekanan/kontraktor selaku pihak ketiga
yang melaksanakan pekerjaan dilakukan dengan cara
termyn; pertama dibayarkan uang muka kerja, pembayaran
dana pelaksanaan dan terakhir dana retensi

(pemeliharaan) .

Bahwa setelah pemenang tender /lelang ditetapkan terdakwa
lalu terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) ke rekanan/kontraktor yang jangka waktu
pelaksanaan kerja sudah diatur dalam Surat Perjanjian

Kerja/Kontrak

Dari seluruh dana pemeliharaan (retensi) beberapa proyek
pada kantor Dinas PU Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran
2008, ada yang masuk ke rekening pribadi PPK Dian Nurasa

Djapar dengan rekening Nomor: 80.03.04.15822.5.

Masuknya dana ke rekening terdakwa dimulai dari adanya
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rapat tanggal 13 Desember 2008 di Kantor Dinas PU Kota
Bandar Lampung menyikapi adanya Surat Edaran Walikota

Nomor:900/2406/02.9/2008 tanggal 24 Nopember 2008.

Rapat diadakan hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2008 jam
10.00 Wib di Kantor Dinas PU Kota Bandar Lampung, dengan
agenda untuk menyikapi Surat Edaran Walikota Bandar
Lampung Nomor:900/2406/02.9/2008 tanggal 24 Nopember

2008 dan rapat tersebut dihadiri oleh peserta rapat:

Dra. Anisah, MM.
Army Putra, ME.
Ir. Dian Nurasa.
Ir. Amiruddin.

Ilwan Gunawan SP, MA.

Isi Surat Edaran Walikota Bandar Lampung
Nomor:900/2406/02.9/2008 tanggal 24 Nopember 2008
intinya menyebutkan untuk SPM yang terkait dengan SPK
Kontrak yang jangka waktu pelaksanaannya sampai dengan
tanggal 31 Desember 2008, PHO dilakukan Paling lambat
tanggal 15 Desember 2008, Pengajuan SPM 100 % paling

lambat tanggal 17 Desember 2008.

Dikarenakan batas waktu pengajuan PHO paling lambat tanggal
15 Desember 2008 dan SPM pelaksanaan pekerjaan 100 %
paling lambat masuk ke Bendaharawan Umum Daerah tanggal
17 Desember 2008, sedangkan batas waktu berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan akhir bulan Desember 2008 sehingga
batas waktu penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak

menjadi berkurang.

Untuk mengatasi hal tersebut ditempuh cara yang
bertentangan dengan Surat Edaran Walikota Bandar Lampung
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Nomor : 900/2406/02.9/2008 tanggal 24 Nopember 2008,
yaitu bagi kegiatan yang belum menyelesaikan pekerjaan
sampai batas waktu yang telah ditetapkan agar diadakan
perhitungan sesuai dengan volume vyang ada atau dana
dapat dicairkan sepanjang  menurut perhitungan  PPK
pekerjaan dapat diselesaikan sampai batas waktu kontrak
dengan melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani

oleh rekanan.

Kemudian Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung mengeluarkan
surat Nomor:600/339/11/2008 tanggal 17 Desember 2008
ditujukan kepada Pimpinan Bank Lampung Cabang Utama,
surat ditandatangani oleh Ir.H.A. Sauki Shobier, SH,
isi  surat intinya supaya mendebet dana pemeliharaan
untuk sementara dititipkan pada rekening Pejabat Pembuat
Komitmen vyaitu: |Ir. Dian Nurasa Djafar, nomor rekening
380.03.04.15822.5, Ir. Amiruddin nomor rekening
380.03.04.15842.3 dan Army Putra, ME. nomor rekening
380.03.04.15875.1.

Terdakwa membuka rekening pribadi di Bank Lampung Cabang
Utama tanggal 16 Desember 2008 atau 1 (satu) hari
sebelumnya terbitnya surat Nomor:600/339/11/2008
tanggal 17 Desember 2008 dan rekening yang terdakwa buka
digunakan untuk menampung sebagian dana kegiatan /proyek
baik dana retensi, pelaksanaan yang proyek/kegiatannya
dikelola terdakwa. Sehingga kemudian dilakukan
pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Kota Bandar
Lampung dengan nomor rekening: 380.00.09.00006.3 ke

rekening milik terdakwa nomor 380.03.04.15822.5.

Perbuatan terdakwa memindahkan dana dari rekening kas
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daerah Bandar Lampung ke rekening pribadinya dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

Pertama- tama pihak rekanan mengajukan permohonan
pembayaran dana pemeliharaan / retensi, dana
pelaksanaan dan uang muka ke terdakwa selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam pengajuan permohonan pembayaran tersebut, pihak
rekanan melampirkan persyaratan antara lain yaitu
Kontrak / Copy Kontrak, Berita  Acara Penyerahan
Pekerjaan Sementara (PHO) dan Laporan Perkembangan
Pekerjaan (Mutual Check Retensi).

Selain persyaratan tersebut, pihak rekanan juga
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan, jaminan pelaksanaan,
jaminan uang muka baik dalam bentuk Jaminan Bank Umum
ataupun dalam bentuk Jaminan Lembaga Keuangan lainnya

Sesuai Notulen Rapat Dinas tanggal 13 Desember 2008
terdakwa meminta pihak rekanan membuat Surat Kuasa
atau Surat Pernyataan yang berisi tentang kuasa atau
kesanggupan bagi pihak rekanan untuk memindah bukukan
dana retensi ke rekening milik terdakwa.

Pengalihan dana pemeliharaan / retensi tersebut atas
dasar perintah Ir.Hi.A.Sauki Shobier, SH selaku Kadis
PU Kota Bandar Lampung yang memerintahkan para PPK
dalam rangka penyelamatan keuangan negara dan
percepatan penyelesaian, supaya dana retensi tetap
bisa diproses tetapi untuk sementara waktu dititipkan
pada rekening PPK masing- masing

Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung mengeluarkan surat
Nomor : 600/339/11/2008 tanggal 17 Desember 2008
ditujukan kepada Pimpinan Bank Lampung Cabang Utama,
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kemudian memerintahkan  terdakwa membuka rekening
pribadi di Bank Lampung Cabang Utama tanggal 17
Desember 2008
Kemudian terdakwa membuka rekening ©pribadi di Bank
Lampung Cabang Utama tanggal 17 Desember 2008 dan
rekening yang terdakwa buka digunakan untuk menampung
sebagian dana kegiatan /proyek baik dana retensi,
pelaksanaan yang proyek/kegiatannya dikelola terdakwa.
Sehingga kemudian dilakukan pemindahbukuan dari
rekening Kas Daerah Kota Bandar Lampung dengan nomor
rekening: 380.00.09.00006.3 ke rekening milik
terdakwa nomor 380.03.04.15822.5
Setelah kelengkapan berkas permohonan pembayaran dana
pemeliharaan / retensi tersebut lengkap kemudian
terdakwa menyerahkan berkas permohonan dan nomor
rekening pribadi miliknya kepada Pejabat dari Bagian
Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk
selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
Dalam SPM yang dibuat oleh Bendahara Pembantu di Dinas
Pekerjaan Umum tersebut tercantum nama
perusahaan/direktur perusahaan yang berhak menerima
pembayaran namun di dalam kolom rekening tertulis
nomor rekening PPK  milik terdakwa yaitu nomor
380.03.04.15822.5
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) vyang telah
ditandatangani oleh pejabat Bendahara Umum Pemerintah
Kota Bandar Lampung ada sebagian yang diambil langsung
oleh rekanan/kontraktor sebagai alat pencairan dana di
Bank Lampung Cabang Utama dan ada lagi yang diambil

oleh pembantu bendahara Kantor Dinas PU Kota Bandar
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Lampung

Saat rekanan/kontraktor mau mencairkan uang diminta oleh
petugas Bank supaya membawa surat kuasa penitipan
dana, dana yang ada dalam SP2D  baru dapat
dipindahbukukan apabila ada kuasa penitipan dari
rekanan/kontraktor ke terdakwa

Terdakwa ditemui oleh rekanan/kontrator untuk
dikonsepkan /dibuatkan surat kuasa dan setelah kuasa
dibuat lalu rekanan/kontraktor datang lagi menghadap
petugas Bank untuk memindahbukukan sejumlah dana yang
besar nilainya ada dalam SP2D, pemindahbukuan dari
rekening nomor 380.00.09.00006.3 ke rekening
terdakwa nomor 380.03.04.15822.5.

Dana milik rekanan mulai masuk ke rekening terdakwa
tanggal 26 Desember 2008 sampai tanggal 19 Februari
2009.

Bahwa alasan terdakwa dana dipindahbukukan ke
rekeningnya karena ada sebagian rekanan yang waktu
melakukan permintaan pembayaran melampirkan jaminan
dari perusahaan Asuransi dan supaya dana dapat
dibayarkan jaminan harus dalam bentuk Jaminan Bank

Umum

Bahwa pada saat pemindah bukuan dana pemeliharaan / retensi
milik  rekanan ke rekening milik terdakwa tersebut,
terdakwa beralasan bahwa untuk keseragaman jaminan
pemeliharaan, maka jaminan dimaksud harus dalam bentuk

Jaminan Bank Umum.

Dari pekerjaan yang dikendalikan oleh terdakwa sebanyak 93
(sembilan  puluh tiga) paket kegiatan pekerjaan, 42
(empat puluh dua) paket kegiatan pekerjaan diantaranya
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Dana Pemeliharaan (retensi ) masuk ke rekening terdakwa

selaku PPK di Bank Lampung Cabang Utama dengan Nomor:
380.03.04.15822.5. Ke - 42 (empat puluh dua) paket
kegiatan pekerjaan tersebut adalah
GG NAMA NAMA NOMOR NOMINAL
NO| TAN g PERUSAHAAN DIREKTUR SP2D (RP).
1 19/12/20 CVv. SETIA ARLAN 10443/SP2D 8.869.08
08 JAYA PURNAMA /12/2008 9
22/12/20 ALIN JAYA | 10272/SP2D
2 08 CV. BINA JASA KESUMA /12/2008 4.436.282
22/12/20 TAUFANUDD | 10553/SP2D
3 08 CV. TERRA IN /12/2008 8.804.854
22/12/200 HERALD 10274/SP2D
4 3 CV. DANG LUPA |SRAT /12/2008 4.428.442
22/12/200 M. DALTON | 10612/SP2D | 47.948.72
5 8 CV. PALDA SAPUTRA /12/2008 8
22/12/200 CV. GUNUNG 10816/SP2D
6 8 MURIA LEBONO | )12/2008 | ©:639.054
22/12/200 CV. ASRI 10731/SP2D
7 3 PRATAMA MARWIYAH /12/2008 4.429.778
22/12/200 CV. GUNUNG ONC 10749/SP2D
8 8 MURIA LEB /12/2008 4.426.214
DIAN
23/12/200 CV. KIBINAKU 10839/SP2D
9 ANJEL INA 8.890.649
8 BERSAUDARA LESTARI /12/2008
10 23/12/200 CV. DIVANA EVA 10802/SP2D | 8.889.580
8 PUTRI SUSSANA /12/2008
23/12/200 CV. GHUNO WIWIK 10808/SP2D
1 8 DHIO ANGGRAINI /12/2008 8.891.95%
23/12/200 CV. PUTRA HERI 10748/SP2D
12 3 JAYA SAPUTRA 112/2008 8.876.662
KONTRUKSI
23/12/200 CV. WINI EDWIN 10890/SP2D
S 8 BERSAUDARA | JATMIKO | /12/2008 | 8:891.006
23/12/200 CV. ESFRINDO ESTI 10832/SP2D
& 8 DUTA PRAKARRA EFRIANA /12/2008 8.876.394
23/12/200 CV. PUTRA 10279/SP2D
15 8 JAYA ABADI AJIS /12/2008 | 4432.183
23/12/200 CV. GADILA GOZALI 10388/SP2D
16 8 PERMATA TYMBASZ /12/2008 6.647.251
23/12/200 CV. PUTRA KIPION 10820/SP2D
7 8 GUNAKAN GUNAKAN | /12/2008 | 4432.362
23/12/200 CV. ARTHA EDI 10775/SP2D
18 8 PUTRA JUHAIDI | /12/2008 | 4435837
MARLIA
23/12/200 CV. PELANGI 10774/SP2D
19 8 JAYA COI\INIIE\NAT /12/2008 4.345.766
20 23/12/200 CV. INTAN ANDHI 10518/SP2D | 17.265.81
8 PERDANA IRAWAN /12/2008 8
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,1 | 24/12/200 | CV. GUNTUR (IBDL,JA’\CI;,FAURR 11115/SP2D | ¢ gor ,os
8 PERDANA /12/2008 -891.
ALAM
247121200 10319/SP2D
22 . CV. TRIMKA | SYARIFAH | TD570/S720 | 4 427 818
24/12/200 CV. DAYA HANAFIAH | 10866/SP2D
23 8 UTAMA HAMIDI /12/2008 | £:886.818
26/12/20 V. MAL 10733/SP2D | 33.509.58
24 08 TERUS LANCAR | BARONI /12/2008 6
26/12/200 CV. PAGAR 10728/SP2D | 31.525.97
25 8 ALAM BARONI /12/2008 7
YANURI
J | 26/12/200 | CV. MENDAYUN o 10730/SP2D | 16.527.07
8 CITRA PERKASA | A0t | /12/2008 7
26/12/200 | CV. RAKHABIMA | WELIK “141300/sP2D
27 : GONCANG 8.873.098
8 SENTOSA G| 11212008
26/12/200 | CV. LAMPUNG 11173/SP2D
28 . ot LIDIA sy | 1IYSTED | 8 867842
b | 26/12/200 CV. CIPTA ARIF 11117/SP2D | 15.410.76
8 BANGUN UTAMA | YULIANTO | /12/2008 8
40 | 26/12/200 CV. BUNGO ANE%?\;AN 11118/SP2D | 13.096.54
8 PADI .\ /12/2008 2
41 | 26/12/200 | CV. LAMPUNG ERVINA | 11443/SP2D | ¢ oo .0
8 KARYA MANDIRI | KURNIATI | /12/2008 798,
5y | 26/12/200 | CV. LAMPUNG ERVINA | 11349/SP2D | ¢ .o o
8 KARYA MANDIRI | KURNIATI | /12/2008 748,
43 | 26/12/200 CvV. DEWI ANELFJe?\I(AN 11247/SP2D | 12.005.00
8 FORTUNA /12/2008 0
SYAH
26/12/200 CV. CIPTA ARIF 11241/SP2D
34 8 BANGUN UTAMA | YULIANTO | /12/2008 | 8:795.589
26/12/200 CV. JAYA 11284/SP2D
35 . MM HIDAYATI | 172045720 | g 889 937
26/12/200 CV. CIPTA RINDU 1 41517/sP2D
36 ' AMEL IA 8.886.818
8 utama KaRYA | LA 111212008
M. BAYU
26/12/200 | CV. BUAI CIK 11447/SP2D
37 . ey CHAIEULLA e ove” | 3.104.908
26/12/200 | CV. SABRINA 11275/SP2D
38 . o SYAHRIAL | 1727%/5720 | 8 862 586
26/12/200 CV. TIARA 11226/SP2D
39 . BA SARIFUDIN | 1722875720 | 4,435,926
30/12/200 CV. BUDI 11387/SP2D
40 8 UTAMA TEHNIK | BV PRELA 15 15/2008 | 8:798.717
41 | 30/12/200 %m@?ﬁ”* DONI 10729/SP2D | 22.048.12
8 PRINGANDI | /12/2008 9
SAKTI
Total pencairan SP2D 10% : 438’?5)4’5
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Dana / Biaya Pelaksanaan (Termin) sebesar 60 %

NAMA NAMA NCMOR NOMINAL

NO | TANGGAL | pepUSAHAAN | DIREKTUR SP2D (
24/12/200 | CV. SURYA | SURYA 10985/SP2D/

42 8 ADIGUNA | WIRAWAM 12/2008 55.998.982
TOTAL PENCAIRAN SP2D DANA / PELAKSANAAN (TERMIN) 60% 55,998,982

Bahwa setelah dana sejumlah Rp. 494,203,493,- (empat ratus
Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga ribu empat
ratus Sembilan puluh tiga rupiah) masuk ke rekening
terdakwa nomor 380.03.04.15822.5, kemudian dana tersebut
dikeluarkan/dicairkan dengan menggunakan slip penarikan
dan penarikan dana ada yang dilakukan sendiri oleh
terdakwa dan ada orang lain yang menarik setelah

mendapat kuasa dari terdakwa;

Bahwa ada orang yang menarik/mencairkan dana dari rekening
terdakwa nomor 380.03.04.15822.5 bukan sebagai
direktur/kuasa direktur yang namanya tercantum dalam
SP2D, melainkan orang-orang yang diberi kuasa oleh
terdakwa dan pencairan dana dimulai tanggal 26
Desember 2008 sampai tanggal 11 Juni 2009 dengan

perincian sebagai berikut:

pro PENERIMA/ KUASA TGL PENARIKAN BESA(E'SN) N
1 DIAN NURASA 26 DESEMBER 2008 21,200,000
2 PEBRI SILPANES 26 DESEMBER 2008 65,215,000
3 LEBONO 06 JANUARI 2009 6,639,054
4 EFFENDI BASIR 06 JANUARI 2009 4,432,362
5 LEBONO 06 JANUARI 2009 4,426,214
6 ZAINUDIN 07 JANUARI 2009 17,000,000
7 BARONI 07 JANUARI 2009 8,873,098
8 BARONI 07 JANUARI 2009 8,867,842
9 HAZAIRIN 07 JANUARI 2009 4,400,000
10 | Yubl, SH 07 JANUARI 2009 8,804,000
11 | FAISAL RIZAL 07 JANUARI 2009 4,345,000
12 | FAISAL RIZAL 07 JANUARI 2009 4,435,000
13 | AHMAD YULIZAR 07 JANUARI 2009 4,427,000
14 | GOZALI TIMBASZ 12 JANUARI 2009 6,000,000
15 | SWANDI 13 JANUARI 2009 35,500,000
16 | AGUS HERMANTO 15 JANUARI 2009 3,104,908
17 | ALIN JAYA 15 JANUARI 2009 4,430,000
18 | DEDI USMAN 15 JANUARI 2009 8,869,089
19 | RUSTAM EFFENDI 16 JANUARI 2009 20,000,000
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20 | RUSTAM EFFENDI 16 JANUARI 2009 25,000,000
21 | SUPRIYADI 19 JANUARI 2009 16,000,000
22 | RINO RUDYANTO ST 27 JANUARI 2009 40,512,000
23 | RINO RUDYANTO ST 27 JANUARI 2009 44,119,000
24 | BARONI 28 JANUARI 2009 87,032,000
25 | S IRAWAN 13 FEBRUARI 2009 5,886,818
26 | RISMANSYAH 19 FEBRUARI 2009 13,298,512
27 | ARl NASOPA 22 JANUARI 2009 30,000,000
28 | DIAN NURASA 11 JUNI 2009 20,597,000

JUMLAH 523,413,897

Bahwa pengalihan Dana Pemeliharaan (retensi ) tersebut
tidak dibenarkan karena pihak rekanan / penyedia
barang/jasa  mempunyai hak sepenuhnya atas Dana
Pemeliharaan (Retensi) apabila rekanan/kontraktor
telah menyerahkan jaminan pemeliharaan baik dari bank

umum/lembaga keuangan lainnya.

Bahwa pemindahbukuan Dana Pemeliharaan (retensi), dana
pelaksanaan, wuang muka ke rekening terdakwa nomor:
380.03.04.15875.1 bertentangan dengan:

Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dalam Pasal 1 angka 1 jo
Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa
“ Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan ijin
pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan
pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat
daerah”.

Pasal 36 ayat (4) Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
menyatakan bahwa “Penyedia barang/jasa wajib
melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama
masa uang ditetapkan dalam kontrak, sehingga
kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan
pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang
retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan”.

Pasal 205 ayat (3) poin d Peraturan Menteri Dalam
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Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

“lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan
jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  hurup d
mencakup surat perjanjian kerjasama/kontrak antara
pengguna anggaran/kuasa pengguna angggaran dengan
pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank
pihak ketiga”.

Pasal 14 ayat (3) point d Peraturan Walikota Bandar

Lampung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Bandar Lampung TA 2008".
“lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan
jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup d
mencakup surat perjanjian kerjasama/kontrak antara
pengguna anggaran/kuasa pengguna angggaran dengan
pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank
pihak ketiga”.

Bahwa dana yang berasal dari APBD murni 2008 digunakan
untuk membiayai 93 paket dengan jumlah dana sebesar
Rp.18.998.472.630,- (delapan belas milyar sembilan
ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh
puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan dari
93 paket kegiatan tersebut 9 paket kegiatan
diantaranya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan
Kantor Perwakilan Lampung karena kekurangan volume

pekerjaan.

Bahwa terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan Kantor
Perwakilan Lampung berupa kakurangan volume pekerjaan
di — 9 (sembilan) paket pekerjaan yang terdakwa selaku

PPK-nya telah diterbitkan SP2D sebagai berikut
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Nama Nama No. SP2D Tanggal Nominal
No | Perusaha | Direktu 30% ,60% dan SP2D
an r 10% (Rp).
16 JuLi
3686/SP2D/07 2008
/2008 22
cv. SURYA 10985/SP2D/1 Desember 104.760.0
1 SURYA WIRAWA
ADIGUNA N 2/2008 2008 00
10984/SP2D/1 22
2/2008 Desember
2008
24 Juni
Cv. 2946/SP2D/06 2008
MENDA VAR /2008 23
5 YUN SAPUTR 6628/SP2D/10 Oktober 186.508.0
CITRA A /2008 2008 00
PERKAS S P,d 10730/SP2D/1 22
A ' 0/2008 Desember
2008
20 Juni
2847/SP2D/06 2008
CVv. DONY /2008
3 | PADEWA | PRINGA Sep;%rgge 247'478'(?0
MANGGALA NDI 10729/SP2D/1 ' 23
SAKTI 2/2008
Desember
2008
20 Juni
2857/SP2D/06 2008
Cv. YUDI /2008 22
4 BUNGO ANDRIA 5913/SP2D/09 | Septembe 147.002.0
PADI N SYAH /2008 r 2008 00
11118/SP2D/1 23
2/2008 Desember
2008
20 Juni
2859/SP2D/06 2008
/2008 26
CV.CIPTA ARIF 6167/SP2D/09 | Septembe 172.978.0
5 BANGUN YULIAN
UTAMA T0 /2008 r 2008 00
11117/SP2D/1 23
2/2008 Desember
2008
6 YUDI 2858/SP2D/06 20 Juni 134.750.0
CV. DEWI | ANDRIA /2008 2008 00
FORTUNA N SYAH | 6169/SP2D/09 26
/2008 Septembe
11247/SP2D/1 r 2008
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23
2/2008 Desember
2008
20 Juni
KHOMA 2826/SP2D/06 2008
oV NI /2008 13
7 VALENTIN | JANDRI 4581/SP2D/08 Agustus 134.108.0
E JAYA AN /2008 2008 00
SYAH 9840/SP2D/12 16
/2008 Desember
2008
24 Juni
2845/SP2D/06 2008
CV. /2008 12
8 PAGAR BARONI | 5425/SP2D/09 | Septembe 353.863.0
ALAM , SE /2008 r 2008 00
10728/SP2D/1 22
2/2008 Desember
2008
20 Juni
2947/SP2D/06 2008
/2008 30
V. MAU | BARONI | 6798/SP2D/10 | Oktober | 376.128.0
9 TERUS
LANCAR , SE /2008 2008 00
10738/SP2D/1 22
2/2008 Desember
2008
Total pencairan SP2D 30%,60% dan 10% : 1.857.575.
000
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Kantor

Perwakilan Lampung  Nomor: 33/HP/XVIII.BLP/12/2008
tanggal 24 Desember 2008 maka ke-32 (tiga puluh dua)
paket pekerjaan yang Kekurangan Volume Pekerjaan

tersebut yaitu

N | egiaTan | NAMA [ HASIL KERUGIAN
/PROYEK NEGARA
1 2 3 4 5
1 | Pembuata | CV. SURYA Rp.81.327.528
n ADIGUNA Berdasarkan RAB , 76
Saluran volume Rp.43.429.686
Drainase pekerjaan 90 -
/Talud sebesar 143,52
Kali M dibandingkan Rp.37.898.975
Islamic dengan hasil 21
Center pengukuran
Kel. volume sebesar
Rajabasa 76,64 M
Raya sehingga
terdapat
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kekurangan
volume
pekerjaan
sebesar 66,88 M
Berdasarkan RAB
volume
Pembuata pekerjaan
n sebesar 215,60
Saluran M dibandingkan | Rp.126.997.33
Drainase dengan hasil 9,17
/Talud Cv. pengukuran Rp.
2 jalan MENDAYUN Vo|ume Sebesar 12240466.74
DPR CITRA 27,78 W =
Keluraha | TERKASA sehingga
n terdapat Rp.114.757.85
Jagabaya kekurangan 6,00
I volume
pekerjaan
sebesar 194,82
VB
Berdasarkan RAB
volume
pekerjaan
sebesar 224,42
Pembuata M dibandingkan | Rp.127.008.08
Saluran dengan hasil 0,15
Drainase | GV PADEWA pengukuran Rp.
3 /Talud MANGGALA volume sebesar 41839700.23
jalan SAKTI 73,93 M =
s
Kenlg(a.;lerdo kekurangan 85167814,00
volume
pekerjaan
sebesar 150,49
VB
4 | Pembuata | CV. BUNGO Rp.74.036.633
n PADI Berdasarkan RAB 47
saluran volume Rp.65.088.142
drainase pekerjaan 34 -
/talud sebesar 131,22
jalan M dibandingkan | Rp.
Purnawir dengan hasil 8.948.491,14
awvan |V pengukuran
Kel. volume sebesar
Gunung 115,36 W
Terang sehingga
terdapat
kekurangan
volume
pekerjaan
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sebesar
15,86 M
Pembuata Berdasarkan RAB
n volume
Sal-uran pekerj aan
driage sebesar 112,76 | Rp 64.218.849
Gg.Lippo M dibandingkan 68
Mi's'.‘?d CV.CIPTA dengan hasi| Rp.
) BANGUN pengukuran 8.406.821,76
5 Al- UTAMA volume sebesar -
Ikhlas 32,32 M -
s/d sehingga
Gg.Bank terdapat "812,027,92
Mandiri kekurangan v
Kel . volume
Teluk pekerjaan
Betung sebesar 80,44 M
Pembuata Berdasarkan RAB
n volume
Saluran pekerjaan
Drainase sebesar 198,19
. M dibandingkan | Rp 99 964.906
H'S-AI\QUS dengan hasil 31
alim pengukuran D. 611,
6 (dari CV. DEWI | yolume sebesar R 128611_ 265
Bank FORTUNA 66,03 M E—
danamaj sehingga Rp.87.353.340
s/d terdapat 51
grafika kekurangan ’
karya volume
keluraha pekerj aan
n kelapa sebesar 132,16
tiga) ¥
Berdasarkan RAB
volume
Pembuata pekerjaan
n sebesar 97,93 M
saluran dibandingkan Rp.97.091.912
drainase oV dggggzk:‘f‘;‘]' 12
: Jééngigtru VALENTINE | yofongukuran RD.49éEél:I:.631
RT.02 JAYA 24,78 M
LK.11 sehingga Rp.
Kel . terdapat 47.280.280,28
Kelapa kekurangan
Tiga volume
pekerjaan
sebesar 73,15
M
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Berdasarkan RAB
volume
pekerjaan
sebesar 364,82
Pembuata Mt dibandi ngkan Rp20756399
n dengan hasil 6.40
Sal-uran pengukuran RQ

8 dra!nase C\/ PAGAR Vo|ume Sebesar 82998744.02

P.Singga ALAM 145,88 M -
lang sehingga
Kel. terdapat Rp.124.566.39
Sukarame kekurangan 0,29
volume
pekerjaan
sebesar 218,94
M
Berdasarkan RAB
volume
Rehab pekerjaan
; sebesar 432,54
dg?.mas_e M dibandingkan | Rp.246.313.06
Marotai dengan hasil 7,99
(simpang cv. MAU pengukuran Rp.

9 JI TERUS Volume sebesar 13490599.79
Antasari LANCAG szegh |6r?g g'\:f =
Ke'“rr]aha terdapat Rp.232.825.31
Jagabaya kekurangan 5,51

1) volume
pekerjaan
sebesar 408,85
VB
TOTAL KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN / KERUGIAN | Rp.784.610.490,
NEGARA 86

Bahwa walaupun volume pekerjaan masih kurang namun
permohonan pembayaran 100 % tetap dikabulkan terdakwa
dan pekerjaan telah diserahterimakan antara terdakwa
dan pihak rekanan/kontraktor serta realisasi fisik
pekerjaan dinyatakan 100 9%.

Bahwa 32 paket pekerjaan kekurangan volume tersebut telah

diserahterimakan sesuai bukti serahterima tahap

pertama sebagai berikut:

[ NO | NAMA | NAMA | NO. BA | PARA PIHAK |
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SERAH
KEGIATAN/P PEK ERJAAN
ROYEK REKANAN SEMENTARA PENANDATANGAN
(PHO)
2 3 4 5
Pembuatan
Saluran
Drainase/T
a] ud Ka| | CV ) 342/BAS- PHO/12/2008
Islamic SURYA Tanggal 7 Oktober gleRﬁAN\l/\J/mAllj\]
Center ADIGUNA 2008
Kel.
Rajabasa
Raya
Pembuatan
Saluran
Dral na_'se/T CV : 260/BAS- PHO/10/2008
alud jalan MENDAYUN Tan DIAN NURASA D
ggal 9 Oktober
DPR CITRA 2008 YANURI ADI S
Kelurahan PERKASA
Jagabaya
I
Pembuatan
D;?L]uarsaen / Sy
Talud MZAN[()_‘;B‘:QLSA 235/BAS- PHO/09/2008 D|AN NURASA D
jalan SAKT 25 september 2008 | DONI PARARIAN
Bungtomo
Kel.Gedong
air
Pembuat an
saluran
g{ﬁ:jnaisa?/a:'] BS\[\/](BO 198/BS- PHO/09/2008 D|AN NURASA D
X Tanggal 16 September YUD|
;f”l‘{a/w'é;w PADI 2008 ARDIANSYAH
Gunung
Terang
Pembuatan
saluran
drainase
Gg.Lippo
B| kg CV CI PTA 234/BAS- PHO/09/2008
i Al | SN o D s 0
lkhlas s/d Septemnber 2008
Gg.Bank
Mandiri
Kel. Teluk
Betung
Pembuatan CV. DBEWI | 233/BAs-pPHO/09/2008 | DJAN NURASA D
Saluran FORTUNA | Tanggal 23 september | YUDI
Drainase 2008 ARDIANSYAH
Jl.
Hi.Agus
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Salim
(dari Bank
danamon
s/d
grafika
karya
kelurahan
kelapa
tiga)
Pembuatan
saluran

drainase oV

Jl . Batu ) 74/BAPP- PHO/08/2008

7 Sangkar Vé‘L\']EA'\\'JAN Tenggal 12 Agustrus IE)/IIQI\N/I(][\\IALAITQ;SAJD
RT.02 2008 .

LK.Il1 Kel.
Kelapa
Tiga
Pembuatan
saluran
drainase
P.Singgala
ng Kel.
Sukarame
Rehab
drainase
J. P.

M.arota| CV. MAU 279/BAS- PHO/10/2008
(Slmpang TERUS Tanggal 06 Oktober DIAN NURASA D
A tJI. . LANCAR 2008 BARONI

ntasari
Kelurahan
Jagabaya
)

CcVv 174/BAS- PHO/09/2008

PAGAR Tanggal 10 September
ALAM 2008

DIAN NURASA D
BARONI

Bahwa dengan diterimanya pekerjaan tersebut oleh
terdakwa, rekanan/kontraktor berhak menerima
pembayaran dan lampiran permohonan pembayaran salah

satunya laporan kemajuan pekerjaan fisik.

Bahwa rekanan/kontraktor mengajukan permintaan pembayaran
90 %, laporan realisasi pekerjaan dibuat 100% dan
adanya temuan BPK  kekurangan volume pekerjaan
sebenarnya realisasi pekerjaan belum mencapai 100 %
dan rekanan/kontraktor belum berhak menerima
pembayaran dana pelaksanaan 90 % dan dana pemeliharaan
10 %.
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Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung telah melawan
hukum tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Surat Keputusan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung selaku
Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Nomor : 602.1/156/11/2008 tanggal 28 Mei 2008 yaitu
Tidak Bertanggung jawab sepenuhnya kepada pengguna

anggaran dalam melaksanakan dan mengendalikan
program/kegiatan di setiap bidang Tugas yang
dipimpinnya;

Tidak Bertanggung jawab atas pencapaian Target
Kinerja, sasaran, manfaat kegiatan yang
dikendalikannya;

Tidak Meneliti dan Mengoreksi setiap dokumen-dokumen
kegiatan (Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak),
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan
Dokumen Kegiatan lainnya) yang akan ditandatangani
Pengguna Anggaran;

Tidak Melaporkan Pelaksanaan/penyelesaian pengadaan
barang/jasa kepada Pengguna Anggaran;

Tidak Memantau, mengendalikan dan mengawasi

pelaksanaan perjanjian/ kontrak yang bersangkutan;

Bahwa terdakwa tidak meneliti dan mengoreksi setiap
dokumen- dokumen kegiatan sehingga pada saat
penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak),
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan Dokumen
Kegiatan lainnya tidak tercapai target kinerja,
sasaran dan manfaat Kkegiatan yang dikendalikannya

sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam
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kontrak.

Bahwa kemudian terdakwa juga tidak bertanggung jawab atas
penelitian dan pengkoreksian setiap dokumen-dokumen
kegiatan (Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), Berita
Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan  Dokumen
Kegiatan lainnya) yang akan ditandatangani Pengguna
Anggaran untuk pencairan Dana Pemeliharaan (Retensi)
serta pengeluaran lainnya terkait pelaksanaan
pekerjaan dan Kegiatan Sumber Daya Air sub kegiatan
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong dan
Kegiatan Bina Marga sub kegiatan Peningkatan Jalan dan
Jembatan Perkotaan serta sub kegiatan Pemeliharaan

Berkala Jalan dan Jembatan tersebut.

Bahwa dengan terjadinya proses pencairan terhadap
Kegiatan Sumber Daya Air sub kegiatan Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong- Gorong dan Kegiatan Bina Marga
sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan
tersebut, dan seharusnya proses pencairan tersebut
terjadi apabila ketentuan spesifikasi dan harga dalam
kenyataan telah sesuai laporan kemajuan pelaksanaan
pekerjaan dan sertifikasi retensi apabila permintaan
tersebut tidak sesuai dengan kemajuan fisik tetapi
terdakwa tetap menyetujui permintaan pencairan
tersebut ini bertentangan dengan:

Pasal 9 ayat (3) hurup h Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah: “Tugas pokok Pejabat
Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa

adalah mengendalikan pelaksanaan
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perjanjian/kontrak”.

Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan penjelasannya:
“Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan
sistem sertifikat bulanan atau sistem termin,
dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan
kewajiban pajak”.

Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

“Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran
hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah
terpasang, tidak masuk bahan-bahan, alat- alat yang

ada di lapangan”.

Bahwa dengan diterimanya pembayaran secara tidak sah oleh
para rekanan maka telah menambah kekayaan pribadi
terdakwa atau memperkaya para rekanan |/ perusahaan

atau suatu KORPORASI.

Bahwa terdakwa tidak meneliti dan mengoreksi setiap
dokumen- dokumen Kegiatan Sumber Daya Air sub kegiatan
Pembangunan Saluran Drainase [/ Gorong - Gorong dan
Kegiatan Bina Marga sub kegiatan Peningkatan Jalan dan
Jembatan Perkotaan serta sub kegiatan Pemeliharaan
Berkala Jalan dan Jembatan tersebut sebagaimana
terurai dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak)
serta dokumen keuangan lainnya dan dapat mengakibatkan
kerugian negara sebesar Rp.1.278.813.983,86,- (satu
milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan
ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh
tiga rupiah delapan puluh enam sen) atau setidak-

tidaknya sekitar jumlah tersebut;
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Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengalihkan Dana
Pemeliharaan (retensi) masuk ke rekening terdakwa
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) [/ Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota
Bandar Lampung, negara dirugikan sebesar
Rp.1.278.813.983,86,- (satu milyar dua ratus tujuh
puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu
sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh
enam sen) atau setidak- tidaknya sekitar jumlah
tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Pemindahbukukan ke rekening terdakwa sejumlah Rp.
494,203,493,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta
dua ratus tiga ribu empat ratus Sembilan puluh tiga
rupiah) ;

- Kekurangan volume pekerjaan Rp.784.610.490,86 (tujuh
ratus delapan puluh empat juta enam ratus sepuluh
ribu empat ratus sembilan puluh rupiah delapan puluh

enam sen);

------- Perbuatan terdakwa Ir. Hi. DIAN NURASA DJAFAR Bin
DJAFAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal
2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999
sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 20
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

SUBSIDAIR:

------- Bahwa Terdakwa Ir. Hi. DIAN NURASA DJAFAR Bin
DJAFAR Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan
surat pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor

75543/C/E 1Y.1/1984 tanggal 18 Juli 1984 dan pada tahun
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2008 telah diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Marga pada
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung berdasarkan surat
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
Nomor:821.22/01/25/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang
diberi tugas dan wewenang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Bidang Bina Marga dan Bidang Sumber Daya Air pada
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung
selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Nomor:602.1/156/ 11/2008 tanggal 28 Mei 2008 Tentang
Penunjukan Pejabat Pembuata Komitmen/Kuasa Pengguna
Anggaran dan Pejabat Pelaksana  Teknis Kegiatan di
Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Tahun
Anggaran 2008, yang melakukan atau turut serta melakukan
perbuatan secara berlanjut bersama dengan Ir. Hi. A. SAUKI
SHOBIER, SH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar
Lampung) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat
diingat lagi pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan
Desember 2008, atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam
tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota
Bandar Lampung di Jalan Abdi Negara No.4 Teluk Betung
Bandar Lampung atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tanjung Karang, menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perkonomian negara, antara beberapa perbuatan tersebut ada
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

sebagai perbuatan berlanjut , yang dilakukan terdakwa dengan
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cara- cara antara lain sebagai berikut: ------------------

Pada tahun 2008 Kantor Dinas PU Kota Bandar Lampung
mendapat Anggaran belanja modal yang tertuang dalam
APBD Murni dan Perubahan sebagai berikut:

APBD Murni sebesar Rp.100.869.788.050,- (seratus
milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh
taus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah)
dan;

APBD Perubahan (APBD-P) sebesar Rp. 23.000.000.000,- ,
(dua puluh tiga milyar rupiah).

Sehingga total belanja  modal tahun 2008 Tahun

Anggaran 2008 sebesar Rp.123.869.788.050,- (seratus

dua puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh

sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu

l[ima puluh rupiah).

Untuk melaksanakan kegiatan/proyek vyang dananya dari
belanja modal, Ir. Hi. A. Sauki Shobier, SH. selaku
Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung mengangkat 4
(empat) orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas PU
Nomor:602.1/156/ 11/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang
Pejabat Pembuat Komitmen/ Kuasa Pengguna Anggaran yang
diangkat sebagai berikut:

ARMY PUTRA, ME.
Ir. Hi. DIAN NURASA DJAFAR
AMIRUDDIN.

IWAN GUNAWAN.

Dari belanja modal sejumlah Rp.123.869.788.050, -
(seratus dua puluh tiga milyar delapan ratus enam

puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan
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ribu lima puluh rupiah), sejumlah Rp.18.998.472.630,-
(delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh
delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam
ratus tiga puluh rupiah) dikelola terdakwa untuk
mendanai kegiatan/proyek sebanyak 93 (sembilan puluh
tiga) paket yang terdiri dari Kegiatan Sumber Daya Air
sub kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
Gorong dan Kegiatan Bina Marga sub kegiatan
Peningkatan Jalan dan Jembatan Perkotaan serta sub
kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan
dimana terdakwa selaku PPK berkewajiban melaksanakan
pengendalian terhadap perjanjian/kontrak paket

pekerjaan tersebut.

Ke-93 (sembilan puluh tiga) paket pekerjaan tersebut
terdiri dari
APBD murni sebanyak 61 paket dengan dana
Rp.16.505.582.630,- (enam belas milyar lima ratus
lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam
ratus tiga puluh rupiah) dan;
APBD perubahan sebanyak 32 paket dengan nilai
Rp.2.492.890.000,- (dua milyar empat ratus sembilan
puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu

rupiah).

Tugas dan wewenang terdakwa selaku Pejabat Pembuat
Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kadis PU Kota
Bandar Lampung Selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Nomor:602.1/156/ 11/2008 tanggal 28
Mei 2008 adalah:

Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PU terhadap

fisik dan keuangan;
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Menetapkan besaran uang muka;

Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dan
menanda- tangani SPM (Surat Perintah Membayar);

Melaporkan pelaksanaan pengadaan Kepada Kepala Dinas;

Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak;

Menyerahkan aset hasil pengadaan kepada Walikota
dengan berita acara penyerahan yang diketahui oleh

Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung;

Sejalan dengan tugas dan wewenang terdakwa selaku Pejabat
Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kadis PU
Kota Bandar Lampung Selaku Pengguna Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Nomor:602.1/156/11/2008 tanggal
28 Mei 2008, maka berdasarkan Pasal 9 Keputusan
Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdakwa
juga mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab
Pengguna Barang atau Jasa tersebut sebagai berikut:
Menyusun perencanaan pengadaan barang atau jasa;
Mengangkat panitia atau pejabat pengadaan barang atau

jasa;

Menetapkan paket- paket pekerjaan disertai ketentuan
mengenai peningkatan penggunaan  produksi dalam
negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi
usaha kecil termasuk  koperasi, serta kelompok
masyarakat;

Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri
(HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi
pengadaan yang disusun panitia pengadaan;

Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadan panitia

pengadaan sesuai kewenangannya;
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Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia
barang atau jasa sesuai ketentuan yang berlaku;

Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian atau kontrak
dengan pihak penyedia barang atau jasa;

Melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan
barang atau jasa kepada pimpinan instansinya;

Mengendalikan pelaksanaan perjanjian atau kontrak;

Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset
lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala
POLRI/Pemimpin Lembaga/
Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur Bl/Pemimpin
BHMN/  Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara
Penyerahan;

Menandatangani pakta Integritas sebelum pelaksanaan

pengadaan barang atau jasa dimulai.

Selain itu Tanggung Jawab pengguna barang atau jasa
termasuk juga segi administrasi, fisik, keuangan, dan
fungsional atas pengadaan barang atau jasa yang

dilaksanakan.

Pembayaran kepada rekanan/kontraktor selaku pihak ketiga
yang melaksanakan pekerjaan dilakukan dengan cara
termyn; pertama dibayarkan uang muka kerja, pembayaran
dana pelaksanaan dan terakhir dana retensi

(pemeliharaan) .

Bahwa setelah pemenang tender/lelang ditetapkan terdakwa
lalu terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) ke rekanan/kontraktor yang jangka  waktu
pelaksanaan kerja sudah diatur dalam Surat Perjanjian

Kerja/Kontrak.
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Dari seluruh dana pemeliharaan (retensi) beberapa proyek
pada kantor Dinas PU Kota Bandar Lampung Tahun
Anggaran 2008, ada yang masuk ke rekening pribadi PPK
Dian Nurasa Djapar dengan rekening Nomor

380.03.04.15822.5 .

Masuknya dana ke rekening terdakwa dimulai dari adanya
rapat tanggal 13 Desember 2008 di Kantor Dinas PU Kota
Bandar Lampung menyikapi adanya Surat Edaran Walikota

Nomor:900/2406/02.9/2008 tanggal 24 Nopember 2008.

Rapat diadakan hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2008 jam

10.00 Wib di Kantor Dinas PU Kota Bandar Lampung,
dengan agenda untuk menyikapi Surat Edaran Walikota
Bandar Lampung Nomor: 900/2406/02.9/2008 tanggal 24
Nopember 2008 dan rapat tersebut dihadiri oleh
peserta rapat:
Dra. Anisah, MM.
Army Putra, ME.
Ir. Dian Nurasa.
Ir. Amiruddin.

Iwan Gunawan SP, MA.

Isi Surat Edaran Walikota Bandar Lampung
Nomor:900/2406/02.9/2008 tanggal 24  Nopember 2008
intinya menyebutkan untuk SPM yang terkait dengan SPK
Kontrak yang jangka waktu pelaksanaannya sampai dengan
tanggal 31 Desember 2008, PHO dilakukan Paling lambat
tanggal 15 Desember 2008, Pengajuan SPM 100 % paling

lambat tanggal 17 Desember 2008.

Dikarenakan batas waktu pengajuan PHO paling lambat

tanggal 15 Desember 2008 dan SPM pelaksanaan pekerjaan
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100 % paling lambat masuk ke Bendaharawan Umum Daerah
tanggal 17 Desember 2008, sedangkan batas waktu
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan akhir bulan Desember
2008 sehingga batas waktu penyelesaian pekerjaan

sesuai kontrak menjadi berkurang.

Untuk mengatasi hal tersebut ditempuh cara yang
bertentangan dengan Surat Edaran Walikota  Bandar
Lampung Nomor:900/2406/02.9/2008 tanggal 24 Nopember
2008, yaitu bagi kegiatan yang belum menyelesaikan
pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan
agar diadakan perhitungan sesuai dengan volume vyang
ada atau dana dapat dicairkan sepanjang menurut
perhitungan PPK pekerjaan dapat diselesaikan sampai
batas waktu kontrak dengan melampirkan surat

pernyataan yang ditandatangani oleh rekanan.

Kemudian Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung
mengeluarkan surat Nomor:600/339/11/2008 tanggal 17
Desember 2008 ditujukan kepada Pimpinan Bank Lampung
Cabang Utama, surat ditandatangani oleh Ir.H.A.
Sauki Shobier, SH., isi surat intinya supaya mendebet
dana pemeliharaan wuntuk sementara dititipkan pada
rekening Pejabat Pembuat Komitmen vyaitu: Ir. Dian
Nurasa Djafar, nomor rekening 380.03.04.15822.5, Ir.
Amiruddin nomor rekening 380.03.04.15842.3 dan Army

Putra, ME. nomor rekening 380.03.04.15875.1.

Terdakwa membuka rekening pribadi di Bank Lampung Cabang
Utama tanggal 16 Desember 2008 atau 1 (satu) hari
sebelumnya terbitnya  surat Nomor:600/339/11/2008
tanggal 17 Desember 2008 dan rekening yang terdakwa

buka digunakan untuk menampung sebagian dana
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kegiatan /proyek baik dana retensi, pelaksanaan yang
proyek/kegiatannya dikelola terdakwa. Sehingga

kemudian dilakukan pemindahbukuan dari rekening Kas
Daerah Kota Bandar Lampung dengan nomor rekening:
380.00.09.00006.3 ke rekening milik terdakwa nomor
380.03.04.15822.5 .

Perbuatan terdakwa memindahkan dana dari rekening kas
daerah Bandar Lampung ke rekening pribadinya dilakukan
dengan cara sebagai berikut
Pertama-tama pihak rekanan mengajukan  permohonan

pembayaran dana pemeliharaan/retensi, dana
pelaksanaan dan uang muka ke terdakwa selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam pengajuan permohonan pembayaran tersebut, pihak
rekanan melampirkan persyaratan antara lain yaitu
Kontrak/Copy  Kontrak, Berita Acara  Penyerahan
Pekerjaan Sementara (PHO) dan Laporan Perkembangan
Pekerjaan (Mutual Check Retensi).

Selain persyaratan tersebut, pihak rekanan juga
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan, jaminan
pelaksanaan, jaminan uang muka baik dalam bentuk
Jaminan Bank Umum ataupun dalam bentuk Jaminan
Lembaga Keuangan lainnya.

Sesuai Notulen Rapat Dinas tanggal 13 Desember 2008
terdakwa meminta pihak rekanan membuat Surat Kuasa
atau Surat Pernyataan yang berisi tentang kuasa
atau kesanggupan bagi pihak rekanan untuk memindah
bukukan dana retensi ke rekening milik terdakwa.

Pengalihan dana pemeliharaan / retensi tersebut atas

dasar perintah Ir.Hi.A.Sauki Shobier, SH selaku
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Kadis PU Kota Bandar Lampung yang memerintahkan
para PPK dalam rangka penyelamatan keuangan negara
dan percepatan penyelesaian, supaya dana retensi
tetap bisa diproses tetapi untuk sementara waktu
dititipkan pada rekening PPK masing- masing.

Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung mengeluarkan surat
Nomor: 600/339/11/2008 tanggal 17 Desember 2008
ditujukan kepada Pimpinan Bank Lampung Cabang
Utama, kemudian memerintahkan terdakwa membuka
rekening pribadi di Bank Lampung Cabang Utama
tanggal 17 Desember 2008.

Kemudian terdakwa membuka rekening pribadi di Bank
Lampung Cabang Utama tanggal 17 Desember 2008 dan
rekening yang terdakwa buka digunakan untuk
menampung sebagian dana kegiatan/proyek baik dana
retensi, pelaksanaan yang proyek/kegiatannya
dikelola terdakwa. Sehingga kemudian dilakukan
pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Kota Bandar
Lampung dengan nomor rekening: 380.00.09.00006.3
ke rekening milik terdakwa nomor 380.03.04.15822.5.

Setelah kelengkapan berkas permohonan pembayaran dana
pemeliharaan/retensi tersebut lengkap kemudian
terdakwa menyerahkan berkas permohonan dan nomor
rekening pribadi miliknya kepada Pejabat dari
Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung
untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah
Membayar  (SPM). Dalam SPM yang dibuat oleh
Bendahara Pembantu di Dinas Pekerjaan Umum tersebut
tercantum nama perusahaan/direktur perusahaan yang

berhak menerima pemba-yaran namun di dalam kolom
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rekening tertulis nomor rekening PPK milik terdakwa
yaitu nomor 380.03.04.15822.5

Surat  Perintah Pencairan Dana (SP2D) vyang telah
ditandatangani oleh pejabat Bendahara Umum
Pemerintah Kota Bandar Lampung ada sebagian yang
diambil langsung oleh rekanan/kontraktor sebagai
alat pencairan dana di Bank Lampung Cabang Utama
dan ada lagi yang diambil oleh pembantu bendahara
Kantor Dinas PU Kota Bandar Lampung;

Saat rekanan/kontraktor mau mencairkan uang diminta
oleh petugas Bank supaya membawa surat kuasa
penitipan dana, dana yang ada dalam SP2D baru dapat
dipindahbukukan apabila ada kuasa penitipan dari
rekanan/kontraktor ke terdakwa;

Terdakwa ditemui oleh rekanan/kontrator untuk
dikonsepkan /dibuatkan surat kuasa dan setelah
kuasa dibuat lalu rekanan/kontraktor datang lagi
menghadap  petugas Bank  untuk memindahbukukan
sejumlah dana yang besar nilainya ada dalam SP2D,
pemindahbukuan dari rekening
nomor:380.00.09.00006.3 ke rekening terdakwa nomor
380.03.04.15822.5 .

Dana milik rekanan mulai masuk ke rekening terdakwa
tanggal 26 Desember 2008 sampai tanggal 19 Februari
20009.

Bahwa alasan terdakwa dana dipindahbukukan ke
rekeningnya karena ada sebagian rekanan yang waktu
melakukan permintaan pembayaran melampirkan jaminan
dari perusahaan Asuransi dan supaya dana dapat

dibayarkan jaminan harus dalam bentuk Jaminan Bank
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Umum

Bahwa pada saat pemindah bukuan dana pemeliharaan/retensi
milik rekanan ke rekening milik terdakwa tersebut,
terdakwa beralasan bahwa untuk keseragaman jaminan
pemeliharaan, maka jaminan dimaksud harus dalam bentuk

Jaminan Bank Umum.

Dari pekerjaan yang dikendalikan oleh terdakwa sebanyak
93 (sembilan puluh tiga) paket kegiatan pekerjaan, 42
(empat puluh dua) paket kegiatan pekerjaan diantaranya
Dana Pemeliharaan (retensi ) masuk ke rekening terdakwa
selaku PPK di Bank Lampung Cabang Utama dengan
Nomor:380.03.04.15822.5. Ke-42 (empat puluh dua) paket

kegiatan pekerjaan tersebut adalah:

NAMA NCMOR NOMINAL
NO TANGGAL PERUSAHAAN NAMA DIREKTUR SP2D (RP).
1 19/12/20 Cv. SETIA ARLAN 10443/SP2D/ 8.869.0
08 JAYA PURNAMA 12/2008 89
2 22/12/20 CV. BINA ALIN JAYA 10272/SP2D/ 4.436.2
08 JASA KESUMA 12/2008 82
22/12/20 10553/SP2D/ 8.804.8
3 08 CV. TERRA TAUFANUDDIN 12/2008 54
22/12/20 CV. DANG 10274/SP2D/ 4.428.4
4 08 LUPA HERALD ISRAT 12/2008 42
22/12/20 M. DALTON 10612/SP2D/ 47.948.
5 08 CV. PALDA SAPUTRA 12/2008 728
22/12/20 CV. GUNUNG ONO 10816/SP2D/ 6.639.0
6 08 MURIA LEB 12/2008 54
22/12/20 CV. ASRI 10731/SP2D/ 4.429.7
! 08 PRATAMA MARWIYAH 12/2008 78
22/12/20 CV. GUNUNG ONO 10749/SP2D/ 4.426.2
8 08 MURIA LEB 12/2008 14
Cv. DIAN
9 23”628/20 KIBINAKU ANJEL INA 10?_?2’%355D/ 8'890'f9
BERSAUDARA LESTARI
23/12/20 CV. DIVANA 10802/SP2D/ 8.889.5
10 08 PUTRI EVA SUSSANQ 12/2008 80.
11 23/12/20 CVv. GHUNO WIWIK 10808/SP2D/ 8.891.9
08 DHIO ANGGRAINI 12/2008 86
CV. PUTRA
12 23/](.)28/20 JAYA HERI SAPUTRA 101;%355D/ 8.876.&52
KONTRUKSI
13 23/12/20 CV. WINI EDWIN 10890/SP2D/ 8.891.0
08 BERSAUDARA JATMIKO 12/2008 06
14 | 23/12/20 Cv. ESTI EFRIANA | 10832/SP2D/ 8.876.3
08 ESFRINDO 12/2008 94
DUTA
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PRAKARSA
15 23/12/20 CV. PUTRA AJIS 10279/SP2D/ 4.432.1
08 JAYA ABADI 12/2008 83
16 23/12/20 CV. GADILA GOZALI 10388/SP2D/ 6.647.2
08 PERMATA TYMBAXZ 12/2008 51
17 23/12/20 CV. PUTRA KIPION 10820/SP2D/ 4.432.3
08 GUNAKAN GUNAKAN 12/2008 62
23/12/20 CV. ARTHA 10775/SP2D/ 4.435.8
18 08 PUTRA EDI JUHAIDI 12/2008 37
19 23/12/20 PELC\A/NGI MARLIA 10774/SP2D/ 4.345.7
08 CONNIEWATI 12/2008 66
JAYA
23/12/20 CV. INTAN 10518/SP2D/ 17.265.
20 08 PERDANA ANDHI™ IRAWAN 12/2008 818
21 24/12/20 CV. GUNTUR | GUNTUR PAGAR| 11115/SP2D/ 8.891.2
08 PERDANA ALAM 12/2008 72
24/12/20 10319/SP2D/ 4.427.8
22 08 CV. TRIMKA SYARIFAH 12/2008 18
23 24/12/20 CV. DAYA HANAFIAH 10866/SP2D/ 8.886.8
08 UTAMA HAMIDI 12/2008 18
CcvV. MAU
o4 (2)2/12/20 TERUS BARONI 10713;%§S§D/ 33.50598.6
LANCAR
26/12/20 CV. PAGAR 10728/SP2D/ 31.525.
25 08 ALAM B 12/2008 977
CV.
26 26/12/20 MENDAYUN YANURI ADI 10730/SP2D/ 16.527.
08 CITRA SAPUTRA 12/2008 o077
PERKASA
CV. WELIK
27 26/10%/20 RAKHABIMA GONCANG 113;(2)%38ng 8.873.908
SENTOSA BUSONO
CV.
28 26/1028/20 LAMPUNG LIDIA SY 1111;/32/CS)(F)’§D/ 8.867.‘;32
RESORT
29 26/12/20 CVBA’\CI:GISI\—IA ARIF 11117/SP2D/ 15.410.
08 UTAMA YULIANTO 12/2008 768
30 26/12/20 CV. BUNGO AN\ISLF‘;?\I(AN 11118/SP2D/ 13.096.
08 PADI 12/2008 542
SYAH
CV.
31 26/12/20 LAMPUNG ERVINA 11443/SP2D/ 8.798.4
08 KARYA KURNIATI 12/2008 40
MANDIRI
CV.
32 26/12/20 LAMPUNG ERVINA 11349/SP2D/ 8.748.7
08 KARYA KURNIATI 12/2008 28
MANDIRI
YUDI
33 26/12/20 CV. DEwWI ANDRIYAN 11247/SP2D/ 12.005.
08 FORTUNA 12/2008 000
SYAH
34 26/12/20 CVBA’\CI:(IBSI\—IA ARIF 11241/SP2D/ 8.795.5
08 UTAMA YULIANTO 12/2008 89
26/12/20 CV. JAYA 11284/SP2D/ 8.889.9
35 08 TEHNIK HIDAYATI 12/2008 37
36 26/12/20 CV. CIPTA RINDU AMELIA | 11217/SP2D/ 8.886.8
08 UTAMA LESTARI 12/2008 18
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KARYA
37 26/12/20 CV. BUAI M. BAYU 11447/SP2D/ 3.104.9
08 CIK NON CHAIRULLAH 12/2008 08
CV.
38 26/10%/20 SABRINA SYAHRIAL 11212%3833/ 8'862'856
JAYA
26/12/20 CV. TIARA 11226/SP2D/ 4.435.9
39 08 ABADI SARIFUDIN 12/2008 26
CV. BUDI
40 30/1028/20 UTAMA EVI PRELA 1133%35ng 8.753.177
TEHNIK
41 30/12/20 CR//IEI\IIZBAGIXE\LXA DONI 10729/SP2D/ 22.048.
08 PRINGANDI 12/2008 129
SAKTI
438,204,
Total pencairan SP2D 10% : 511
Dana / Biaya Pelaksanaan (Termin) sebesar 60 %
NAMA NCMOR NOMINAL
NO | TANGGAL PERUSAHAAN | NAMA DIREKTUR SP2D (RP).
42 24/12/20 CV. SURYA SURYA 10985/SP2D 55.998.
08 ADIGUNA WIRAWAM /12/2008 982
55,998,9
TOTAL PENCAIRAN SP2D DANA / PELAKSANAAN (TERMIN) 60% 8o
Bahwa setelah dana sejumlah Rp.494,203,493,- (empat
ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga ribu
empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) masuk ke
rekening terdakwa nomor 380.03.04.15822.5, kemudian

Bahwa
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oleh terdakwa dan ada orang

menarik/mencairkan

orang- orang yang diberi

tanggal

berikut:

11 Juni

lain

terdakwa;

380.03.04.15822.5

dana

dikeluarkan/dicairkan dengan menggunakan
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(Rp.)

1 DIAN NURASA 26 DESEMBER 2008 21,200,000
2 PEBRI SILPANES 26 DESEMBER 2008 65,215,000
3 LEBOWO 06 JANUARI 2009 6,639,054
4 EFFENDI BASIR 06 JANUARI 2009 4,432,362
5 LEBOWO 06 JANUARI 2009 4,426,214
6 ZAINUDIN 07 JANUARI 2009 17,000,000
7 BARONI 07 JANUARI 2009 8,873,098
8 BARONI 07 JANUARI 2009 8,867,842
9 HAZAIRIN 07 JANUARI 2009 4,400,000
10 | yuDI, SH 07 JANUARI 2009 8,804,000
11 | FAISAL RIZAL 07 JANUARI 2009 4,345,000
12 | FAISAL RIZAL 07 JANUARI 2009 4,435,000
13 | AHMAD YULIZAR 07 JANUARI 2009 4,427,000
14 | GOZALI TIMBAZ 12 JANUARI 2009 6,000,000
15 | SWVANDI 13 JANUARI 2009 35,500,000
16 | AGUS HERMANTO 15 JANUARI 2009 3,104,908
17 | ALIN JAYA 15 JANUARI 2009 4,430,000
18 | DEDI USVIAN 15 JANUARI 2009 8,869,089
19 | RUSTAM EFFENDI 16 JANUARI 2009 20,000,000
20 | RUSTAM EFFENDI 16 JANUARI 2009 25,000,000
21 | SUPRIYADI 19 JANUARI 2009 16,000,000
22 | RINO RUDYANTO ST 27 JANUARI 2009 40,512,000
23 | RINO RUDYANTO ST 27 JANUARI 2009 44,119,000
24 | BARONI 28 JANUARI 2009 87,032,000
25 | S IRAWAN 13 FEBRUARI 2009 5,886,818
26 | RISMANSYAH 19 FEBRUARI 2009 13,298,512
27 | ARI _NASOPA 22 JANUARI 2009 30,000,000
28 | DIAN NURASA 11 JUNI 2009 20,597,000

JUMLAH 523,413,897

Bahwa pengalihan Dana Pemeliharaan (retensi ) tersebut
tidak dibenarkan karena pihak rekanan/penyedia
barang/jasa  mempunyai hak sepenuhnya atas Dana
Pemeliharaan (Retensi) apabila  rekanan/ ontraktor
telah menyerahkan jaminan pemeliharaan baik dari bank

umum/lembaga keuangan lainnya.

Bahwa pemindahbukuan Dana Pemeliharaan (retensi ), dana
pelaksanaan, wuang muka ke rekening terdakwa nomor:
380.03.04.15875.1 bertentangan dengan:

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dalam Pasal 1 angka 1 jo
Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa
“Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan ijin
pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan
pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat
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daerah”.

Pasal 36 ayat (4) Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah menyatakan bahwa “Penyedia barang/jasa
wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan
selama masa uang ditetapkan dalam kontrak, sehingga
kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan
pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang
retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan”.

Pasal 205 ayat (3) poin d Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
“lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan
jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup d
mencakup surat perjanjian kerjasama/kontrak antara
pengguna anggaran/kuasa pengguna angggaran dengan
pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank
pihak ketiga”.

Pasal 14 ayat (3) point d Peraturan Walikota Bandar
Lampung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Bandar Lampung TA 2008”.

“lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan
jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup d
mencakup surat perjanjian kerjasama/kontrak antara
pengguna anggaran/kuasa pengguna angggaran dengan
pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank
pihak ketiga”.
Bahwa dana yang berasal dari APBD murni 2008 digunakan
untuk membiayai 93 paket dengan jumlah dana sebesar
Rp.18.998.472.630,- (delapan belas milyar sembilan

ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh
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puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan dari
93 paket kegiatan tersebut 9 paket kegiatan
diantaranya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan
Kantor Perwakilan Lampung karena kekurangan volume

pekerjaan.

Bahwa terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan Kantor
Perwakilan Lampung berupa kakurangan volume pekerjaan
di — 9 (sembilan) paket pekerjaan yang terdakwa selaku

PPK-nya telah diterbitkan SP2D sebagai berikut

Nama Nama No. SP2D Tanggal SP2D Nominal
No Perusahaan Direktur 30%.60% dan (Rp)
10% :
3686/3558[)/07/2 16 Juli 2008
L | OV. SURYA SURYA | 10985/SP2D/12/ 22 g%soeé“ber 104.760.
ADIGUNA WIRAWAN 2008 9 Desember 000
10984/SP2D/12/ 008
2008
2946/SP2D/06/2 .
ov. YANURI 008 24233‘é§'k'to§§?8
, | MENDAYU ADI 6628/SP2D/10/2 5008 186.508.
N CITRA SAPUTRA, 008 99 Desember 000
PERKASA S.Pd 10730/SP2D/10/
2008
2008
2847/3558[)/06/2 20 Juni 2008
3 CV. PADEWNA DONY 25 September 247.478.
MANGGALA | PRINGANDI 2008 23 000
SAKTI 10729/5P2D/12/ Desember 2008
2008
2857/8555/06/2 20 Jual %008
CV. BUNGO YUDI 22 September
A oAD| ANDRIAN | 5913/SP2D/09/2 S 147.002.
SYAH 008 23 Desember 000
11118/SP2D/12/ o
2008
2859/8555/06/2 N 2008
CV.CIPTA ARIF 6167/SP2D/09/2 | 26 September 172.978.
5 BANGUN 2008
UTAMA YULIANTO 008 23 Desember 000
11117/SP2D/12/ 2008
2008
2858/8555/06/2 20 Juni 2008
cV. DEWI YUDI 6169/SP2D/09/2 | 26 September 134.750.
6 ANDRIAN 2008
FORTUNA SYAH 008 23 Desember 000
11247/SP2D/12/ 008
2008
7 KHOMAINI | 2826/SP2D/06/2 | 20 Juni 2008 134.108.
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008
Cv. 13 Agustus
VALENTINE JANDRIAN 4581/8555/08/2 2008 000
JAYA SYAH 9840/SP2D/12/2 16 Desember
2008
008
2845/8555/06/2 24 Juni 2008
CV. PAGAR | prpoNi, | 5a25/Sp2D/og/2 | 12 September | apg ggs.
8 ALAM 2008
SE 008 22 Desember 009
10728/SP2D/12/ 2008
2008
2947/855;)/06/2 20 Juni 2008
V. MAU BARONI, | 6798/SP2D/10/2 30 Oktotieg 376.128.
9 TERUS 2008
LANCAR SE 008 22 Desember 000
10738/SP2D/12/ 2008
2008
Total pencairan SP2D 30%,60% dan 10% : 1.857.575.
000

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Kantor
Perwakilan Lampung Nomor: 33/HP/XVIII.BLP/12/2008
tanggal 24 Desember 2008 maka ke-32 (tiga puluh dua)
paket pekerjaan yang Kekurangan Volume Pekerjaan

tersebut vyaitu

NAMA
NAMA HASIL JUMLAH KERUGIAN
NO KEGIAJSKN/PRO PERUSAHAAN TEMUAN NEGARA
1 2 3 4 5
Berdasarkan RAB
Pembuat an volume pekerjaan
Saluran sebesar 143,52 M Rp-81-37267-528,
Drainase/Ta dibandingkan
lud Kali | CV. SURYA dengan hasi| Rp.43.429.686
1 Isl amic ADIGUNA pengukuran volume 90 -
Center Kel. sebesar 76,64 W
Rajabasa sehingga terdapat |Rp.37.898.975,
Raya kekurangan volume |21
pekerjaan sebesar
66,88 M
Berdasarkan RAB
Permbuat volume pekerjaan Rp.126.997.339
eSmI uatan sebesar 215,60 M 17

aluran dibandingkan : D
Drainase/Ta cv. d hasi | Rp.

: MENDAYUN engan hasl 12.240.466.74

2 lud jalan CITRA pengukuran volume -

DPR PERKASA sebesar 27,78 M -
Kelurahan sehingga terdapat | Rp 114.757.856
Jagabaya |1 kekurangan volume | gg

pekerjaan sebesar
194,82 W
3 Pembuatan CV. PADEWA Rp.127.008.080
Saluran MANGGALA Berdasarkan RAB ,15
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volume pekerjaan
sebesar 224,42 W
Drainase dibandingkgn RD.
/Talud dengan hasil 41.839.700,23
jalan SAKTI pengukuran volume _
Bungtomo sebesar 73,93 M -
Kel .Gedonga sehingga terdapat Rp.
ir kekurgngan volume 85.167.814,00
pekerjaan sebesar
150,49 W
Berdasarkan RAB
Pembuatan volume pekerjaan
saluran sebesar 131,22 M Rp.74.04376.633,
i dibandingkan
Gapaseid | ov. BUNGO d hasi | Rp.65.088.142
lud jalan engan hasi
Purnawirawa PADI pengukuran volume 34 -
n IV Kel. sebesar 115,36 M R
Gunun sehingga terdapat p.
Terang kekurangan volume | 8.948.491,14
pekerjaan sebesar
15,86 M
Pembuatan Berdasarkan RAB
saluran volume pekerjaan
drainase sebesar 112,76 M | Rp.64.218.849,
Gg.Lippo CV.CIPTA dibandingkgn F?8
Blkg Masjid BANGUN dengan hasil Rp.
Al-lkhlas UTAMA pengukuran volume | 8.406.821.76 -
s/d Gg.Bank sebesar 32,32 M .
Mandiri sehingga terdapat p-
Kel. Teluk kekurangan volume |45.812.027,92
Betung pekerjaan sebesar
80,44 W
Pembuatan
Saluran Berdasarkan RAB
Drainase volume pekerjaan
JI. Hi.Agus sebesar 198,19 M Rp.99.93614.906,
Salim (dari dibandingkan
Ban(k CV. DEWI dengan hasil Rp.12.611.565
danamon s/d FORTUNA pengukuran volume 8 -
grafika sebesar 66,03 M
karya sehingga terdapat | Rp.87.353.340,
kelurahan kekurangan volume |51
kelapa pekerjaan sebesar
tiga) 132,16 W
Pembuatan CV. Rp.97.091.912,
saluran VALENTINE Berdasarkan RAB 12
drainase JAYA volume pekerjaan Rp.49.811.631,
JI. Batu sebesar 97,93 M 85 -
Sangkar dibandingkan
RT.02 LK.II dengan hasil Rp.
Kel. Kelapa pengukuran volume | 47.280.280,28
Tiga sebesar 24,78 W
sehingga terdapat
kekurangan volume
pekerjaan sebesar
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73,15 W
Berdasarkan RAB
volume pekerjaan Rp.207.563.996
Pembuatan sebesar 364,82 M 40
saluran dibandingkan Rp.
g | drainase CV. PAGAR dengan hasil 82.998.744,02
P.Singgalan ALAM pengukuran volume N
g Kel. sebesar 145,88 M
Sukarame sehingga terdapat | pp 124.566.390
kekurangan volume | »g
pekerjaan sebesar
218,94 M
Rehab Berdasarkan RAB
drainase volume pekerjaan Rp.246.313.067
. P sebe_sar _432,54 [\ .99
Marotai CV. MAU dibandingkan Rp.
(simpang TERUS dengan hasil 13.490.599,79
9 1. LANCAR pengukuran volume .
Antasari sebesar 23,69 M -
Kelurahan sehingga terdapat | pp 232 .825.315
Jagabaya kekurangan volume 51
1) pekerjaan sebesar
408,85 M
TOTAL KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN / KERUGIAN | Rp.784.610.49
NEGARA 0,86

Bahwa walaupun volume pekerjaan masih kurang namun
permohonan pembayaran 100 % tetap dikabulkan terdakwa
dan pekerjaan telah diserah terimakan antara terdakwa
dan pihak rekanan/kontraktor serta realisasi fisik

pekerjaan dinyatakan 100 %.

Bahwa 32 paket pekerjaan kekurangan volume tersebut telah
diserahterimakan sesuai bukti serahterima tahap

pertama sebagai berikut:

NO NAMA NAMA NO. BA PARA PIHAK
KEGIATAN/PROY |  REKANAN SERAH PENANDATANGAN
EK PEKERJAAN
SEMENTARA
(PHO)
1 2 3 4 5
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Pembuatan
) Sal uran 342/BAS- PHO/12/2008
Drainase/Talud CV. SURYA DIAN NURASA D

Kali Islamic
Center Kel.
Rajabasa Raya

ADIGUNA

Tanggal 7 Oktober
2008

SURYA WIRAWAN

Pembuatan
Saluran
Drainase/Talud

jalan DPR
Kelurahan
Jagabaya |1

CV. MENDAYUN
CITRA
PERKASA

260/BAS- PHO/10/2008
Tanggal 9 Oktober
2008

DIAN NURASA D
YANURI ADI S

Pembuatan
Saluran
Drainase
/Talud jalan
Bungtomo
Kel .Gedongair

CV. PADEWA
MANGGALA
SAKTI

235/BAS- PHO/09/2008
25 September 2008

DIAN NURASA D
DONI PARARIAN

Pembuatan
saluran
drainase/talud
jalan
Purnawirawan
IV Kel. Gunung
Terang

CV. BUNGO
PADI

198/BS- PHO/09/2008
Tanggal 16 September
2008

DIAN NURASA D
YUDI
ARDIANSYAH

Pembuatan
saluran
drainase
Gg.Lippo Blkg
Masjid Al-
Ikhlas s/d
Gg.Bank
Mandiri Kel.
Teluk Betung

CV.CIPTA
BANGUN UTAMA

234/BAS- PHO/09/2008
Tanggal 23
Septemnber 2008

DIAN NURASA D
ARIF YULIANTO

Pembuatan
Saluran
Drainase Jl.
Hi.Agus Salim

233/BAS- PHO/09/2008

DIAN NURASA D

(dari Bank CFVOR%E[\\CQ Tanggal 23 September YUDI
danamon s/d 2008 ARDIANSYAH
grafika karya
kelurahan
kelapa tiga)
Pembuatan
saluran Y
drainase J| ) 74/BAPP- PHO/08/2008
VALENTINE DIAN NURASA D
Batu Sangkar JAYA Tanggal 12 Agustrus M KMOMAINI J
RT.02 LK.II 2008 )
Kel. Kelapa
Tiga
Pembuatan
sa|.uran C\/ PAGAR 174/BAS- PHO/09/2008 D|AN NURASA D
dra|nase ALAM Tanggal 10 September BARG\”
P.Singgalang 2008
Kel. Sukarame
Rehab drainase CcVv. MAU 279/BAS- PH0/10/2008 | D|AN NURASA D

JI. P. Marotai
(simpang JI.
Antasari

TERUS LANCAR

Tanggal 06 Oktober
2008

BARONI
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Kelurahan
Jagabaya I1)

Bahwa  dengan diterimanya pekerjaan tersebut oleh
terdakwa, rekanan/kontraktor berhak menerima
pembayaran dan lampiran permohonan pembayaran salah

satunya laporan kemajuan pekerjaan fisik.

Bahwa rekanan/kontraktor mengajukan permintaan pembayaran
90 %, laporan realisasi pekerjaan dibuat 100% dan
adanya  temuan BPK  kekurangan volume  pekerjaan
sebenarnya realisasi pekerjaan belum mencapai 100 %
dan rekanan/kontraktor belum berhak menerima
pembayaran dana pelaksanaan 90 % dan dana pemeliharaan
10 %

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung telah melawan
hukum tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Surat Keputusan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung selaku
Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Nomor : 602.1/156/11/2008 tanggal 28 Mei 2008 yaitu

Tidak Bertanggung jawab sepenuhnya kepada pengguna
anggaran dalam  melaksanakan dan mengendalikan
program/kegiatan di setiap bidang Tugas yang
dipimpinnya

Tidak Bertanggung jawab  atas pencapaian Target
Kinerja, sasaran, manfaat kegiatan yang
dikendalikannya

Tidak Meneliti dan Mengoreksi setiap dokumen-dokumen
kegiatan  (Surat Perjanjian Pekerjaan  (Kontrak),
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan
Dokumen Kegiatan lainnya) yang akan ditandatangani
Pengguna Anggaran

Tidak Melaporkan Pelaksanaan/penyelesaian pengadaan
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barang/jasa kepada Pengguna Anggaran
Tidak Memantau, mengendalikan dan mengawasi

pelaksanaan perjanjian/ kontrak yang bersangkutan

Bahwa terdakwa tidak meneliti dan mengoreksi setiap
dokumen- dokumen kegiatan sehingga pada saat
penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak),
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan Dokumen
Kegiatan lainnya tidak tercapai target kinerja,
sasaran dan manfaat Kkegiatan yang dikendalikannya
sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam

kontrak.

Bahwa kemudian terdakwa juga tidak bertanggung jawab atas
penelitian dan pengkoreksian setiap dokumen-dokumen
kegiatan (Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), Berita
Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan, Berita Acara  pembayaran dan  Dokumen
Kegiatan lainnya) vyang akan ditandatangani Pengguna
Anggaran untuk pencairan Dana Pemeliharaan (Retensi)
serta pengeluaran lainnya terkait pelaksanaan
pekerjaan dan Kegiatan Sumber Daya Air sub kegiatan
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong dan
Kegiatan Bina Marga sub kegiatan Peningkatan Jalan dan
Jembatan Perkotaan serta sub kegiatan Pemeliharaan
Berkala Jalan dan Jembatan tersebut.

Bahwa dengan terjadinya proses  pencairan terhadap
Kegiatan Sumber Daya Air sub kegiatan Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong- Gorong dan Kegiatan Bina Marga
sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan
tersebut, dan seharusnya proses pencairan tersebut
terjadi apabila ketentuan spesifikasi dan harga dalam

kenyataan telah sesuai laporan kemajuan pelaksanaan
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pekerjaan dan sertifikasi retensi apabila permintaan
tersebut tidak sesuai dengan kemajuan fisik tetapi
terdakwa tetap menyetujui permintaan pencairan
tersebut ini bertentangan dengan:

Pasal 9 ayat (3) hurup h Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah : “Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen
dalam pengadaan barang/jasa adalah mengendalikan

pelaksanaan perjanjian /kontrak”.

Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dan penjelasannya:

“Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan
sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan
memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban
pajak”.

Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

“Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya
dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah
terpasang, tidak masuk bahan-bahan, alat- alat yang

ada di lapangan”.

Bahwa dengan diterimanya pembayaran secara tidak sah oleh
para rekanan maka telah menambah kekayaan pribadi
terdakwa atau memperkaya para rekanan |/ perusahaan
atau suatu KORPORASI.

Bahwa terdakwa tidak meneliti dan mengoreksi setiap
dokumen-dokumen Kegiatan Sumber Daya Air sub kegiatan
Pembangunan Saluran Drainase [/ Gorong - Gorong dan

Kegiatan Bina Marga sub kegiatan Peningkatan Jalan dan
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Jembatan Perkotaan serta sub kegiatan Pemeliharaan
Berkala Jalan dan Jembatan tersebut sebagaimana
terurai dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak)
serta dokumen keuangan lainnya dan dapat mengakibatkan
kerugian negara sebesar Rp.1.278.813.983,86,- (satu
milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan
ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh
tiga rupiah delapan puluh enam sen) atau setidak-

tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengalihkan Dana
Pemeliharaan (retensi) masuk  kerekening terdakwa
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) [/ Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota
Bandar Lampung, negara dirugikan sebesar
Rp.1.278.813.983,86,- (satu milyar dua ratus tujuh
puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu
sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh
enam sen) atau setidak- tidaknya sekitar jumlah

tersebut dengan perincian sebagai berikut

- Pemindahbukukan ke rekening terdakwa sejumlah Rp.
494,203,493,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta
dua ratus tiga ribu empat ratus Sembilan puluh tiga

rupiah);

- Kekurangan volume pekerjaan Rp.784.610.490,86.
(tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus
sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah
delapan puluh enam sen).

------ Perbuatan terdakwa Ir. Hi. DIAN NURASA DJAFAR Bin
DJAFAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

3 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana
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yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -

Setelah membaca tuntutan hukum/requisitoir Penuntut
Umum tertanggal 8 Pebruari 2011 yang pada pokoknya
berpendapat bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa
sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair tidak terbukti
dan karenanya meminta agar Pengadilan membebaskan terdakwa
dari dakwaan primair, dan selanjutnya  Penuntut Umum
berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara
berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidiair,
dan oleh karenanya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana
penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa
ditahan dalam tahanan kota, dengan perintah agar terdakwa
ditahan, serta pidana denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan
membayar uang pengganti sebanyak Rp.768.110.490,86. (tujuh
ratus enam puluh delapan juta seratus sepuluh ribu empat
ratus  sembilan  puluh rupiah koma delapan enam) dan
dikarenakan terdakwa/pihak lain telah mengembalikan di
tingkat penyidikan kerugian keuangan negara  sebesar
Rp.397.239.172,15 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua
ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua
rupiah lima bekas sen) maka pengembalian tersebut di
perhitungkan sebagai sisa uang pengganti sebesar
Rp.372.174.523,71 (Tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus
tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah

tujuh puluh satu sen) dengan perincian bunga dana yang
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masuk ke rekening terdakwa sebesar Rp.1.303.205 (satu juta
tiga ratus tiga ribu dua ratus lima rupiah) ditambah
kekurangan pengembalian kelebihan pembayaran atas
kekurangan volume sebesar Rp.370.871.318,71. (Tiga ratus
tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga
ratus delapan belas rupiah tujuh puluh satu sen), dan jika
terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam
waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh
Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,
dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda vyang
mencukupi  untuk membayar wuang pengganti, maka diganti
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

bulan;- ------------- e

Dan terhadap barang- barang bukti berupa

A. Asli Daftar Surat Perintah Membayar (SPM) Yang Menjadi
Lampiran Sp2d Yang Dananya Masuk Ke Rekening No:
380.03.04.15822.5 Sebanyak 42 (Empat Puluh Dua)
Lembar .

B. Slip Penarikan Dana Dari Rekening No: 380.03.04.15822.5
Sebanyak 30 (Tiga Puluh) Lembar Asli Dengan Perincian
Sebagai Berikut
1

DIAN NURASA
26 DESEMBER 2008
21.200.000

2
FEBRI SILPANES

26 DESEMBER 2008
65.215.000

3
LEBONO

06 JANUARI 2009
6.639.054

4
EFFENDI BASIR

06 JANUARI 2009
4.432.362

5
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LEBONO
06 JANUARI 2009
4.426.214

6
ZAINUDIN

06 JANUARI 2009
21.601.428

7
ZAINUDIN

07 JANUARI 2009
17.000.000

8
BARONI

07 JANUARI 2009
8.873.098

9
BARONI

07 JANUARI 2009
8.867.842

10
HAZAIRIN

07 JANUARI 2009
4.400.000

11
YUDI SH

07 JANUARI 2009
8.804.000

12
FAIZAL RIZAL

07 JANUARI 2009
4.345.000

13
FAIZAL RIZAL

07 JANUARI 2009
4.435.000

14
AHMAD YULIZAR

07 JANUARI 2009
4.427.000

15

GOZALI TIMBAXZ
12 JANUARI 2009
6.000.000

16

SUWANDI

13 JANUARI 2009
35.500.000
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17

AGUS HERMANTO
15 JANUARI 2009
3.104.908

18

ALIN JAYA

15 JANUARI 2009
4.430.000

19

DEDY USVIAN

15 JANUARI 2009
8.869.089

20

RUSTAM EFFENDI
16 JANUARI 2009
20.000.000

21

RUSTAM EFFENDI
16 JANUARI 2009
25.000.000

22

SUPRIYADI

19 JANUARI 2009
16.000.000

23

ARl NASOPA

22 JANUARI 2009
30.000.000

24

RINO RUDIANTO ST
27 JANUARI 2009
40. 512.000

25

RINO RUDIANTO ST
27 JANUARI 2009
44.119.000

26

BARONI

28 JANUARI 2009
87.032.000

27

S IRAWAN

13 FEBRUARI 2009
5.886.818

28

RISMANSYAH

19 FEBRUARI 2009
13.298.512
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29

DIAN NURASA

12 FEBRUARI 2009
500.000

30

DIAN NURASA

11 FEBRUARI 2009
20.597.000

JUMLAH
545.515.325

C Slip penyetoran dana dari rekening no:
380.03.04.15822.5 atas nama Ir. Dian nurasa djafar
sebanyak 2 (dua) lembar asli, dengan perincian
sebagai berikut:

1

DIAN NURASA

06 JANUARI 2009
21.601.428

2

DIAN NURASA

11 JUNI 2009
20.597.450

JUMLAH
42.198.878

D Rekening koran tabungan Sigermas PT. Bank lampung
kantor cabang utama atas nama Ir. Dian Nurasa
Djafar. No. Rekening 380.03.04.15822.5 periode
desember 2008 s/d november 2009 (rekening masih
aktif).

E Fotocopy vyang dilegalisir surat perintah pencairan dana
(SP2D) kegiatan proyek tahun anggaran 2008 yang ppk
atas nama Ir. Dian Nurasa Djafar Bin Djafar sebanyak 9
(sembilan) lembar SP2D dengan perincian sebagai

berikut:
NO
cv
Dir/Kuasa Dir
SP2D
PROSENTASE (%)
Dana
Dibayarakan
langsung
Kerekanan
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1
MAJJ TERUS LAN CAR
BARONI,SE
2947/SP2D/06/2008
30

Dibayarkan
Langsung

ke rekanan

6798SP2D/10/2008
60
Sda

10713/SP2D/12/2008
10
Dana
Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

2
BUNGO PADI
YUDI ANDRIAN SYAH
2857/SP2D/06/2008
30
Dibayarkan
Langsung
ke rekanan

11118/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

5913/SP2D/09/2008
60

Dibayarkan
langsung
ke rekanan
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3
PAGAR ALAM
BARONI
2945/SP2D/06/2008
30
Sda

5425/SP2D/09/2008
60
Sda

10728/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk
ke rekening
Dian Nurasa
Djafar

4
SURYA ADIGU NA
SURYA WIRYAWAN
3685/SP2D/06/2008

30
Rekanan

10985/SP2D/12/2008
60
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

10984/SP2D/12/2008
10
Dibayarkan
langsung
ke rekanan

5
DEWI FORTU NA
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YUDI ANDRIAN SYAH
2858/SP2D/06/2008

30
Sda

6169/SP2D/09/2008
60
Sda

11247/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

6
MENDAYUN CITRA PERKA SA
YANURI ADI SAPUTRA
2946/SP2D/06/2008

30
Dibayarkan
langsung
ke rekanan

6628/SP2D/10/2008
60
Sda

10730/SP2D/12/2008
10

Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

7
VALENTINE JAYA
M. KHOMAINI JANDRIAN SYAH
2826/SP2D/06/2008

30
Sda
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4581/SP2D/08/2008
60
Sda

9840/SP2D/12/2008
10

10686/SP2D/12/2008
10
Sda

8
PADE WA MENG GALA SAKTI
DOMI PRINGANDI
2847/SP2D/06/2008

30
Sda

...... /SP2D/09/2008
60

10729/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

9
CIPTA BA NGUN UTAMA
ARIF YULIANTO
2859/SP2D/06/2008

30
Dibayarkan
langsung
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ke rekanan

6167/SP2D/06/2008
60
Sda

11117/SP2D/06/2008
10
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

F  Fotocopy Dilegalisir Daftar Surat Perintah Membayar
(SPM) Yang Menjadi Lampiran SP2D , Sebanyak 9
( Sembilan)  Lembar

NO
cv
Dir/Kuasa Dir
SP2D
PROSENTASE (%)
Dana dibayarakan langsung Kerekanan

1
MAJJ TERUS LAN CAR
BARONI,SE
2947/SP2D/06/2008
30
Dibayarkan langsung ke rekanan
6798SP2D/10/2008
60
Sda

Page 79 of 109 Nomor:
01/Pid./TPK/2011/PT.TK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 80
10713/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar
2
BUNGO PADI
YUDI ANDRIAN SYAH
2857/SP2D/06/2008
30
Dibayarkan langsung ke rekanan
11118/SP2D/12/2008

10
Dana Masuk ke Rekening DianNurasa Djafar

5913/SP2D/09/2008
60
Dibayarkan langsung ke rekanan
3
PAGAR ALAM
BARONI
2945/SP2D/06/2008
30
Sda
5425/SP2D/09/2008
60
Sda
10728/SP2D/12/2008
10

Dana Masuk ke rekening Dian Nurasa Djafar

4
SURYA ADIGUNA
SURYA WIRYAWAN
3685/SP2D/06/2008

30
Rekanan
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10985/SP2D/12/2008
60
Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar

10984/SP2D/12/2008
10
Dibayarkan langsung ke rekanan

5
DEWI FORTUNA
YUDI ANDRIAN SYAH

2858/SP2D/06/2008
30
Sda
6169/SP2D/09/2008
60
Sda
11247/SP2D/12/2008
10

Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar

6
MENDAYUN CITRA PERKA SA
YANURI ADI SAPUTRA
2946/SP2D/06/2008
30
Dibayarkan langsung ke rekanan

6628/SP2D/10/2008
60

10730/SP2D/12/2008
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10
Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar

7
VALENTINE JAYA
M. KHOMAINI JANDRIAN SYAH

2826/SP2D/06/2008
30
Sda
4581/SP2D/08/2008
60
Sda
9840/SP2D/12/2008
10
Sda
10686/SP2D/12/2008
10
Sda
8
PADEWA MENGGALA SAKTI
DOMI PRINGANDI
2847/SP2D/06/2008
30
Sda
...... /SP2D/09/2008
60
Sda
10729/SP2D/12/2008
10

Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar

9
CIPTA BANGUN UTAMA
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ARIF YULIANTO
2859/SP2D/06/2008
30
Dibayarkan langsung ke rekanan

6167/SP2D/06/2008
60

11117/SP2D/06/2008
10
Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar

G  Berkas CV. SURYA ADIGUNA yang terdiri dari

1 (satu) buah  Dokumen Asli Surat Perjanjian
(Kontrak) nomor 602.2/133/KTR-
LU/PDG/C.1/11/BL /2008 tanggal 10 Juni 2008
antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. SURYA
ADIGUNA tentang Pekerjaan Pembuatan  Saluran
Drainase/Talud Kali Islamic  Center Kelurahan
Rajabasa Raya.

1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat Bulanan Nomor
1 (Periode 09-06 Juli 2008) atas nama CV. SURYA

ADI GUNA.
1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.
1 (satu) buah  Dokumen Asli Laporan  Prestasi

Kemajuan Pekerjaan

H Berkas CV. CIPTA BANGUN UTAMA yang terdiri dari

1 (satu) buah  Dokumen  Asli Surat Perjanjian
(Kontrak) nomor 602.2/140/KTR-
LU/PDG/C.8/11/BL/2008 tanggal 4 Juni 2008 antara
Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. CIPTA BANGUN
UTAMA tentang Pekerjaan Pembuatan Saluran
Drainase/Talud Gang Lippo Belakang Mesjid Al
Ikhlas s/d Gang Bank Mandiri Kelurahan Teluk
Betung Selatan.

1 (satu) buah Dokumen Asli  Gambar Pelaksanaan
(Asbuilt- Drawing) CV. CIPTA BANGUN UTAMA untuk
pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase/Talud Gang
Lippo Belakang Mesjid Al Ikhlas s/d Gang Bank
Mandiri Kelurahan Teluk Betung Selatan.

1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat bulanan.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.

1 (satu) buah  Dokumen Asli Laporan  Prestasi
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Kemajuan Pekerjaan

Berkas CV. BUNGO PADI yang terdiri dari

1 (satu) buah  Dokumen Asli Surat Perjanjian
(Kontrak) nomor 602.2/139/KTR-
LU/PDG/C.7/11/BL/2008 tanggal 4 Juni 2008 antara
Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. BUNGO PADI
tentang Pekerjaan Pembuatan Saluran
Drainase/Talud Jalan Purnawirawan |V Kelurahan
Gunung Terang.

1 (satu) buah Dokumen Asli  Gambar Pelaksanaan
(Asbuilt- Drawing) CV. BUNGO PADI.
1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat bulanan
Progress Nomor 1& Nomor 2.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.

1 (satu) buah  Dokumen  Asli Laporan  Prestasi
Kemajuan Pekerjaan

J Berkas CV. MAM TERUS LANCAR yang terdiri dari

1 (satu) buah  Dokumen Asli Surat Perjanjian
(Kontrak) nomor 602.2/144/KTR-
LU/PDG/C12/11/BL/2008  tanggal 10 Juni 2008
antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. MAJ
TERUS LANCAR tentang Pekerjaan Rehabilitasi
Saluran Drainase/Talud Jalan P. Morotai (Simpang
Jalan Antasari Kelurahan Jagabaya I11).

1 (satu) buah Dokumen Asli  Gambar Pelaksanaan
(Asbuilt- Drawing) CV. MAM TERUS LANCAR untuk
pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran
Drainase/Talud Jalan P. Morotai (Simpang Jalan
Antasari Kelurahan Jagabaya II1).

1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat bulanan.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.

1 (satu) buah  Dokumen Asli Laporan  Prestasi
Kemajuan Pekerjaan

K Berkas CV. PAGAR ALAMyang terdiri dari
1 (satu) buah  Dokumen  Asli Surat Perjanjian
(Kontrak) nomor 602.2/143/KTR-
LU/PDG/C.11/11/BL/2008 tanggal 19  Juni 2008
antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. PAGAR

ALAM tentang Pekerjaan Pembuatan Saluran
Drainase/Talud Jalan P. Singgalang Kelurahan
Sukarame

1 (satu) buah Dokumen Asli CCO (Contrak Change
Order) nomor 602.2/143.A/KTR-

LU/PDG/C11/11/BL/2008  tanggal 25  Juni 2008
antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. PAGAR
ALAM.

1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat bulanan nomor
[, 11, [III.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.
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1 (satu) buah  Dokumen  Asli Laporan  Prestasi
Kemajuan Pekerjaan

L Buku tabungan Sigermas PT. Bank lampung kantor
cabang utama atas nama Ir. Dian Nurasa Djafar. No.
Rekening 380.03.04.15822.5 periode desember 2008
s/d november 2009 (rekening masih aktif).

M 1 (satu) buah dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Kantor Perwakilan Provinsi Lampung No:
33/H/X11.BLP/12/2008 tanggal 24 Desember 2008.

N Surat Edaran Walikota Nomor  900/2406/02.9/2008
tanggal 24 November 2008 perihal langkah-langkah
dalam menghadapi akhir tahun 2008

O Notulen rapat tanggal 13 Desember 2008

P Surat Walikota Lampung nomo 700.167.22.2009 tanggal
24 April 2009 perihal Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK

Q Buku tabungan Siger Mas atas nama Army Putra no.
Rekening 380.03.04.15875.1 Kantor Cabang Utama Bank
Lampung — Bandar Lampung.

R Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 337 /PT38 .1l / B1 .10 /C [/ 1986 Perihal
pengangkatan Ir. Dian Nurasa Djafar sebagai Pegawai
Negeri Sipil

S Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor
821.22/02/25/2010 Tentang Pengangkatan Ir. Dian
Nurasa Djafar sebagai Kabid Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung

T 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung selaku Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor:
602.1/156/11/2008 tentang Penunjukan Pejabat
Pembuat Komitmen/ Kuasa Pengguna Anggaran dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung TA 2008
tanggal 28 Mei 2008.

U Surat ATAS NAMA Ir. H.A. SAUKI SHOBIER, SH. PERIHAL
PEMINDAHBUKUAN DENGAN NOMOR: 600/ 339/ 11/ 2008
TERTANGGAL 17 DESEMBER

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA Ir. Hi.
A. SAUKI SHOBIER, SH
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\ Berkas CV. PADEWA MENGGALA SAKTI yang terdiri

dari

1 (satu) buah  Dokumen Asli Surat Perjanjian
(Kontrak) nomor 602.2/138/KTR-
LU/PDG/C.6/11/BL/2008 tanggal 7 Juni 2008 antara
Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. PADEWA
MENGGALA SAKTI  tentang Pekerjaan Pembuatan
Saluran Drainase/Talud Jalan Bung Tomo Kelurahan

Gedong Air.
1 (satu) buah Dokumen Asli CCO (Contrak Change
Order) nomor 602.2/138.A/KTR-

LU/PDG/C6/11/BL/2008 tanggal 23 Juni 2008 antara
Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. PADEWA
MENGGALA SAKTI  tentang Pekerjaan Pembuatan
Saluran Drainase/Talud Jalan Bung Tomo Kelurahan
Gedong Air.

1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat Bulanan Nomor
1 (Periode 09-06 Juli 2008)

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian

1 (satu) buah  Dokumen Asli Laporan Prestasi
Kemajuan Pekerjaan

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA DONI
PARARIAN, Amd.

W  Berkas CV. VALENTINE JAYA yang terdiri dari

1 (satu) buah Dokumen fotokopi Surat Perjanjian
(Kontrak) nomor 602.2/142/KTR-
LU/PDG/C.10/11/BL/2008 tanggal 10 Juni 2008
antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV.
VALENTINE JAYA tentang Pekerjaan Pembuatan
Saluran Drainase/Talud  Jalan Batusangkar RT
02/LK Il Kelurahan Kelapa |IIl Tanjung Karang
Pusat.

1 (satu) buah Dokumen fotokopi Sertifikat Bulanan

1 (satu) buah Dokumen fotokopi Laporan Harian

1 (satu) buah Dokumen fotokopi Laporan Prestasi
Kemajuan Pekerjaan

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA KHOMAINI
JANDRIANSYAH

X Berkas CV. DEWI FORTUNA yang terdiri dari

1 (satu) buah  Dokumen Asli Surat Perjanjian
(Kontrak) nomor 602.2/141/KTR-
LU/PDG/C.9/11/BL/2008 tanggal 4 Juni 2008 antara
Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. DEWI FORTUNA
tentang Pekerjaan Pembuatan Saluran
Drainase/Talud Jalan H. Agus Salim (dari Depan
Bank Danamon s/d Gang Grafika Raya Kelurahan
Kelapa II1.

1 (satu) buah  Dokumen Asli Addendum |  nomor
602.2/141.A/KTR- LU/PDG/C9/11/BL/2008 tanggal 17
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Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan
CV. DEWI FORTUNA.

1 (satu) buah  Dokumen  Asli Surat Pernyataan
pekerjaan sel esai 100% dari konsultan Cv.
TAKABEYA KONSULTAN.

1 (satu) buah Dokumen Asli Gambar Pelaksanaan ( as-
built drawing).

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.

1 (satu) buah  Dokumen  Asli Laporan  Prestasi
Kemajuan Pekerjaan

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA YUDI
ANDRIANSYAH

Y Berkas CV. MENDAYUN CITRA PERKASA yang terdiri dari

1 (satu) buah  Dokumen  Asli Surat Perjanjian
(Kontrak) nomor 602.2/135/KTR-
LU/PDG/C3/11/BL/2008 tanggal 11 Juni 2008 antara
Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. MENDAYUN
CITRA PERKASA tentang Pekerjaan Pembuatan
Saluran Drainase/Talud Jalan DPR Kelurahan

Jagabaya 11.
1 (satu) buah Dokumen Asli CCO (Contrak Change
Order) nomor 602.2/135.A/KTR-

LU/PDG/C3/11/BL/2008 tanggal 25 Juni 2008 antara
Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. MENDAYUN
CITRA PERKASA.

1 (satu) buah Dokumen Asli Back Up Data - Volume
CV. MENDAYUN CIPTA.

PERKASA untuk pekerjaan Pembuatan Saluran
Drainase/Talud Jalan DPR Kelurahan Jagabaya II.

1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat bulanan.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.

1 (satu) buah  Dokumen Asli Laporan  Prestasi
Kemajuan Pekerjaan

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA YANURI
ADI SAPUTRA

Z Uang sejumlah Rp. 397.239.172,15 (Tiga ratus sembilan
puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu
seratus tujuh puluh dua rupiah lima bekas sen)

DISETORKAN KE KAS DAERAH MELALUI DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Serta meyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-
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Setelah memperhatikan pula pembelaan Penasihat Hukum
terdakwa tertanggal 1 Maret 2011 vyang pada pokoknya
berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya
baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, dan
karenanya memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan

kesatu dan kedua serta diberikan rehabilitasi;-

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut
dijatuhkan pada tanggal 7 April 2011 dengan dihadiri oleh
terdakwa maupun Penuntut Umum, dan terhadap putusan
tersebut baik terdakwa  maupun  Penuntut Umum telah
mengajukan permohonan banding, yaitu masing- masing untuk
terdakwa pada tanggal 7 April 2011 dan Penuntut Umum pada
tanggal 13 April 2011, dengan demikian permohonan banding
dari terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut cara-cara Yyang ditentukan
Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut

secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari
dengan seksama berkas perkaranya, baik dari berita acara
penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, termasuk
surat dakwaan dan pendapat Penuntut Umum dalam tuntutannya,
pembelaan terdakwa/penasihat hukumnya, keterangan saksi-
saksi maupun terdakwa dipersidangan, barang-barang bukti
yang diajukan ke persidangan, pertimbangan hukum, pendapat
dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya,

Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dan
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kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa dakwaan
primair tidak terbukti dan karenanya membebaskan terdakwa
dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya berpendapat
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana
tersebut dalam dakwaan subsidair, adalah telah tepat dan
benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan
Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh
Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus

perkara ini pada tingkat banding ; -----------

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi
tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Negeri terhadap terdakwa yang dipandang terlalu
ringan, sehingga perlu diperberat termasuk putusan
Pengadilan Negeri yang tidak menjatuhkan pidana denda dan
pembayaran uang pengganti, perlu diperbaiki dengan alasan

dan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pidana vyang terlalu ringan bagi pelaku tindak
pidana korupsi dirasakan dan dipandang tidak mempu
menjadi daya tangkal dan wupaya preventif bagi para
calon pelaku potensial tindak pidana korupsi, sehingga

akan sia- sialah segala wusaha pemberantasan korupsi;-

Bahwa tindak pidana korupsi sudah dianggap sebagai
“extraordinary crime” sehingga memerlukan tindakan
tegas dalam penanganan, pencegahan dan

pemberantasannya, termasuk pemidanaannya;- -----------

Bahwa perbuatan terdakwa juga merupakan perbuatan tercela

dan merupakan dosa besar dipandang dari agama manapun,
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termasuk agama Islam seperti yang dipeluk/dianut oleh

terdakwa;- ---------------i i

Bahwa pidana denda dan pembayaran uang pengganti perlu
dijatuhkan kepada terdakwa dalam rangka pemulihan atau

pengembalian aset / kerugian negara / daerah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan
tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri
Tanjungkarang vyang dimohonkan banding tersebut perlu
diperbaiki yaitu sekedar mengenai pemidanaan yang
dijatuhkan kepada terdakwa maupun rumusan/formulasi
amarnya, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut

dibawah ini;- ----------- o

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan
terbukti bersalah dan dihukum, maka ia harus pula dihukum

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;-

Mengingat, pasal 67, 87, 222 ayat (1), 233 sampai
dengan 243 KUHAP, pasal 3 jo.pasal 18 Undang-Undang No.: 31
tahun 1999 jo. Undang-Undang No.: 20 tahun 2001 jo. Pasal
10 ayat (1), 25, 26, 28 dan pasal 30 Undang-Undang No.: 46
tahun 2009, maupun Kketentuan- ketentuan hukum lain yang

bersangkutan;-

--------------------------------------- MENGADI L |

Menerima permohonan banding dari Pembanding
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Terdakwa Ir. DIAN NURASA DJAFAR bin DJAFAR dan

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

tersebut;- -----
---- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri
Tanjungkarang tanggal 7 April 2011, Nomor

694/Pid.Sus/2010/PN.TK. yang dimohonkan banding tersebut

sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;-

Menyatakan terdakwa |Ir. DIAN NURASA DJAFAR bin
DJAFAR tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut

dalam dakwaan primair;- ------=------“------------

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan

primair tersebut;- ----

Menyatakan bahwa terdakwa Ir. DIAN NURASA DJAFAR
bin DJAFAR tersebut diatas secara sah dan meyakinkan
telah terbukti bersalah melakukan  tindak pidana:
“ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA  DAN

BERLANJUT' sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair

---- Menghukum  terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun;-

Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini

Page 91 of 109 Nomor:
01/Pid./TPK/2011/PT.TK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 92

lamanya terdakwa berada dalam tahanan (kota) sebelum
putusan ini memperoleh  kekuatan hukum tetap, akan

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;-

Menghukum pula terdakwa dengan pidana denda

sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut
tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan

selama 6 (enam) bulan ; -----------------------

Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang
pengganti sebanyak Rp.4.654.914,- (empat juta enam ratus

lima puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah)

Menetapkan bahwa jika terdakwa tidak membayar uang
pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu)
bulan sesudah putusan ini  memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan
apabila harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar
uang pengganti itu, maka diganti dengan pidana penjara

selama 1 (satu)

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat
pertama sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam
tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus

rupiah) ;
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Menetapkan barang- barang bukti berupa

A. Asli Daftar Surat Perintah Membayar (SPM) Yang Menjadi
Lampiran Sp2d Yang Dananya Masuk Ke Rekening No:
380.03.04.15822.5 Sebanyak 42 (Empat Puluh Dua)
Lembar .

B. Slip Penarikan Dana Dari Rekening No:
380.03.04.15822.5 Sebanyak 30 (Tiga Puluh) Lembar Asli
Dengan Perincian Sebagai Berikut
1
DIAN NURASA

26 DESEMBER 2008
21.200.000

2
FEBRI SILPANES

26 DESEMBER 2008
65.215.000

3
LEBONO

06 JANUARI 2009
6.639.054

4
EFFENDI BASIR
06 JANUARI 2009

4.432.362
5
LEBOWO

06 JANUARI 2009
4.426.214
6
ZAINUDIN

06 JANUARI 2009
21.601.428
7
ZAINUDIN

07 JANUARI 2009
17.000.000
8
BARONI

07 JANUARI 2009
8.873.098
9
BARONI

07 JANUARI 2009
8.867.842
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10
HAZAIRIN

07 JANUARI 2009
4.400.000

11
YUDI SH

07 JANUARI 2009
8.804.000

12
FAIZAL RIZAL

07 JANUARI 2009
4.345.000

13
FAIZAL RIZAL

07 JANUARI 2009
4.435.000

14
AHMAD YULIZAR

07 JANUARI 2009
4.427.000

15
GOZALI TIMBAXZ

12 JANUARI 2009
6.000.000

16
SUWANDI

13 JANUARI 2009
35.500.000

17
AGUS HERMANTO

15 JANUARI 2009
3.104.908

18
ALIN JAYA

15 JANUARI 2009
4.430.000

19
DEDY USVAN

15 JANUARI 2009
8.869.089

20
RUSTAM EFFENDI

16 JANUARI 2009
20.000.000

21
RUSTAM EFFENDI

16 JANUARI 2009
25.000.000
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22
SUPRIYADI

19 JANUARI 2009
16.000.000

23
ARI NASOPA

22 JANUARI 2009
30.000.000

24
RINO RUDIANTO ST

27 JANUARI 2009
40. 512.000

25
RINO RUDIANTO ST
27 JANUARI 2009

44.119.000
26
BARONI
28 JANUARI 2009
87.032.000
27
S IRAWAN
13 FEBRUARI 2009
5.886.818
28
RISMANSYAH
19 FEBRUARI 2009
13.298.512
29
DIAN NURASA
12 FEBRUARI 2009
500.000
30
DIAN NURASA
11 FEBRUARI 2009
20.597.000
JUMLAH
545.515.325
C Slip penyetoran dana dari rekening no:
380.03.04.15822.5 atas nama Ir. Dian Nurasa Djafar
sebanyak 2 (dua) lembar asli, dengan perincian sebagai
berikut:
1
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DIAN NURASA
06 JANUARI 2009
21.601.428

2

DIAN NURASA
11 JUNI 2009
20.597.450

JUMLAH
42.198.878

D Rekening koran tabungan Sigermas PT. Bank lampung
kantor cabang utama atas nama Ir. Dian Nurasa Djafar.
No. Rekening 380.03.04.15822.5 periode desember 2008
s/d november 2009 (rekening masih aktif).

E Fotocopy yang dilegalisir surat perintah pencairan
dana (SP2D) kegiatan proyek tahun anggaran 2008 yang
ppk atas nama Ir. Dian Nurasa Djafar Bin Djafar
sebanyak 9 (sembilan) lembar SP2D dengan perincian
sebagai berikut:

NO
cv
Dir/Kuasa Dir
SP2D
PROSENTASE (%)
Dana dibayarakan langsung Kerekanan

1
MAJU TERUS LAN CAR
BARONI,SE
2947/SP2D/06/2008
30
Dibayarkan langsung ke rekanan
6798SP2D/10/2008
60
Sda
10713/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar
2
BUNGO PADI
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YUDI ANDRIAN SYAH
2857/SP2D/06/2008
30
Dibayarkan langsung ke rekanan

11118/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar

5913/SP2D/09/2008
60
Dibayarkan langsung ke rekanan
3
PAGAR ALAM
BARONI
2945/SP2D/06/2008
30
Sda
5425/SP2D/09/2008
60
Sda
10728/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk ke rekening Dian Nurasa Djafar
4

SURYA ADIGU NA
SURYA WIRYAWAN

3685/SP2D/06/2008
30
rekanan
10985/SP2D/12/2008
60

Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar
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10984/SP2D/12/2008
10
Dibayarkan langsung ke rekanan

5
DEWI FORTU NA
YUDI ANDRIAN SYAH

2858/SP2D/06/2008
30
Sda
6169/SP2D/09/2008
60
Sda
11247/SP2D/12/2008
10

Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar

6
MENDAYUN CITRA PERKA SA
YANURI ADI SAPUTRA
2946/SP2D/06/2008
30
Dibayarkan langsung ke rekanan

6628/SP2D/10/2008
60
Sda
10730/SP2D/12/2008
10

Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar

7
VALENTINE JAYA
M. KHOMAINI JANDRIAN SYAH
2826/SP2D/06/2008
30
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Sda
4581/SP2D/08/2008

60

Sda
9840/SP2D/12/2008

10

Sda
10686/SP2D/12/2008

10

Sda
8
PADE WA MENG GALA SAKTI
DOMI PRINGANDI
2847/SP2D/06/2008

30

Sda
...... /SP2D/09/2008

60

Sda
10729/SP2D/12/2008

10

Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar

9
CIPTA BA NGUN UTAMA
ARIF YULIANTO
2859/SP2D/06/2008
30
Dibayarkan langsung ke rekanan

6167/SP2D/06/2008
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60
Sda
11117/SP2D/06/2008
10

Dana Masuk ke Rekening Dian Nurasa Djafar

F Fotocopy Dilegalisir Daftar Surat Perintah Membayar
(SPM) Yang Menjadi Lampiran SP2D , Sebanyak 9
( Sembilan) Lembar

NO
cv
Dir/Kuasa Dir
SP2D
PROSENTASE (%)
Dana
dibayarakan
langsung
Kerekanan
1
MAJJ TERUS LAN CAR
BARONI,SE
2947/SP2D/06/2008
30
Dibayarkan
langsung ke
rekanan
6798SP2D/10/2008
60
Sda
10713/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar
2
BUNGO PADI
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1

YUDI ANDRIAN SYAH
2857/SP2D/06/2008

30
Dibayarkan
langsung ke
rekanan

11118/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

5913/SP2D/09/2008
60
Dibayarkan
langsung ke
rekanan

3
PAGAR ALAM
BARONI
2945/SP2D/06/2008
30
Sda

5425/SP2D/09/2008
60
Sda

10728/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk
ke rekening
Dian Nurasa
Djafar

4
SURYA ADIGUNA
SURYA WIRYAWAN
3685/SP2D/06/2008
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30
Rekanan

10985/SP2D/12/2008
60
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

10984/SP2D/12/2008
10
Dibayarkan
langsung ke
rekanan

5
DEWI FORTUNA
YUDI ANDRIAN SYAH
2858/SP2D/06/2008

30
Sda

6169/SP2D/09/2008
60
Sda

11247/SP2D/12/208
10
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

6
MENDAYUN CITRA PERKA SA
YANURI ADI SAPUTRA
2946/SP2D/06/2008

30
Dibayarkan
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3

langsung ke
rekanan

6628/SP2D/10/2008
60
Sda

10730/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

7
VALENTINE JAYA
M. KHOMAINI JANDRIAN SYAH
2826/SP2D/06/2008

30
Sda

4581/SP2D/08/2008
60
Sda

9840/SP2D/12/2008
10
Sda

10686/SP2D/12/2008
10
Sda

8
PADEWA MENGGALA SAKTI
DOMI PRINGANDI
2847/SP2D/06/2008

30
Sda
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...... /SP2D/09/2008
60

10729/SP2D/12/2008
10
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

9
CIPTA BANGUN UTAMA
ARIF YULIANTO
2859/SP2D/06/2008
30
Dibayarkan
langsung ke
rekanan

6167/SP2D/06/2008
60
Sda

11117/SP2D/06/2008
10
Dana Masuk
ke Rekening
Dian Nurasa
Djafar

G Berkas CV. SURYA ADIGUNA yang terdiri dari
1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak)
nomor 602.2/133/KTR- LU/PDG/C.1/11/BL/2008 tanggal
10 Juni 2008 antara Pejabat Pembuat  Komitmen
dengan CVv. SURYA  ADIGUNA tentang Pekerjaan
Pembuatan Saluran Drainase/Talud Kali Islamic
Center Kelurahan Rajabasa Raya.

1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat Bulanan Nomor 1
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5
(Periode 09-06 Juli 2008) atas nama CV. SURYA ADI
GUNA.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.
1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Prestasi Kemajuan
Pekerjaan

H Berkas CV. CIPTA BANGUN UTAMA yang terdiri dari

1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak)
nomor 602.2/140/KTR- LU/PDG/C.8/11/BL/2008 tanggal
4 Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan
CV. CIPTA BANGUN UTAMA tentang Pekerjaan Pembuatan
Saluran Drainase/Talud Gang Lippo Belakang Mesjid
Al Ikhlas s/d Gang Bank Mandiri Kelurahan Teluk
Betung Selatan.

1 (satu) buah  Dokumen  Asli Gambar  Pelaksanaan
(Asbuilt- Drawing) CV. CIPTA BANGUN UTAMA untuk
pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase/Talud Gang
Lippo Belakang Mesjid Al |Ikhlas s/d Gang Bank
Mandiri Kelurahan Teluk Betung Selatan.

1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat bulanan.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Prestasi Kemajuan
Pekerjaan

| Berkas CV. BUNGO PADI yang terdiri dari
1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak)
nomor 602.2/139/KTR- LU/PDG/C.7/11/BL/2008 tanggal
4 Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan
CV. BUNGO PADI tentang Pekerjaan Pembuatan Saluran
Drainase/Talud Jalan Purnawirawan |V  Kelurahan
Gunung Terang.

1 (satu) buah  Dokumen  Asli Gambar  Pelaksanaan
(Asbuilt- Drawing) CV. BUNGO PADI.
1 (satu) buah  Dokumen Asli Sertifikat bulanan

Progress Nomor 1& Nomor 2.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Prestasi Kemajuan
Pekerjaan

J Berkas CV. MAJ TERUS LANCAR yang terdiri dari
1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak)
nomor 602.2/144/KTR- LU/PDG/C12/11/BL/2008 tanggal
10 Juni 2008 antara Pejabat Pembuat  Komitmen
dengan CV. MAJ TERUS LANCAR tentang Pekerjaan

Rehabilitasi Saluran Drainase/Talud Jalan P.
Morotai (Simpang Jalan Antasari Kelurahan Jagabaya
).

1 (satu) buah  Dokumen  Asli Gambar  Pelaksanaan
(Asbuilt- Drawing) CV. MAXM TERUS LANCAR untuk
pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran
Drainase/Talud Jalan P. Morotai (Simpang Jalan
Antasari Kelurahan Jagabaya 111).

1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat bulanan.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Prestasi Kemajuan
Pekerjaan

K Berkas CV. PAGAR ALAM yang terdiri dari
1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak)
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nomor 602.2/143/KTR-LU/PDG/C.11/11/BL/2008 tanggal
19  Juni 2008 antara Pejabat Pembuat  Komitmen
dengan CV. PAGAR ALAM tentang Pekerjaan Pembuatan
Saluran Drainase/Talud Jalan P. Singgal ang
Kelurahan Sukarame

1 (satu) buah Dokumen Asli CCO (Contrak Change Order)
nomor 602.2/143.A/KTR- LU/PDG/C11/11/BL/2008
tanggal 25 Juni 2008 antara  Pejabat Pembuat
Komitmen dengan CV. PAGAR ALAM.

1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat bulanan nomor
I, I, 1.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Prestasi Kemajuan
Pekerjaan

L  Buku tabungan Sigermas PT. Bank lampung kantor cabang
utama atas nama Ir. Dian Nurasa Djafar. No. Rekening
380.03.04.15822.5 periode desember 2008 s/d november
2009 (rekening masih aktif).

M 1 (satu) buah dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kantor
Perwakilan Provinsi Lampung No: 33/H/XII.BLP/12/2008
tanggal 24 Desember 2008.

N Surat Edaran Walikota Nomor 900/2406/02.9/2008 tanggal
24 November 2008 perihal langkah- langkah dalam
menghadapi akhir tahun 2008

O Notulen rapat tanggal 13 Desember 2008

P Surat Walikota Lampung nomo 700.167.22.2009 tanggal 24
April 2009 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Q Buku tabungan Siger Mas atas nama Army Putra no.
Rekening 380.03.04.15875.1 Kantor Cabang Utama Bank
Lampung — Bandar Lampung.

R Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 337 /PT38 .II / Bl .10 /C /| 1986 Perihal
pengangkatan Ir. Dian Nurasa Djafar sebagai Pegawai
Negeri Sipil

S Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor

821.22/02/25/2010 Tentang Pengangkatan Ir. Dian Nurasa
Djafar sebagai Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

T 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung selaku Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor :
602.1/156/11/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat
Komitmen/ Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung TA 2008 tanggal 28
Mei 2008.
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U Surat ATAS NAMA Ir. H.A. SAUKI SHOBIER, SH. PERIHAL
PEMINDAHBUKUAN DENGAN NOMOR: 600/ 339/ 11/ 2008
TERTANGGAL 17 DESEMBER

\ Berkas CV. PADBEWA MENGGALA SAKTI yang terdiri dari

1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak)
nomor 602.2/138/KTR- LU/PDG/C.6/11/BL/2008 tanggal
7 Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan
CV. PADEWA MENGGALA SAKTI tentang Pekerjaan
Pembuatan Saluran Drainase/Talud Jalan Bung Tomo
Kelurahan Gedong Air.

1 (satu) buah Dokumen Asli CCO (Contrak Change Order)
nomor 602.2/138.A/KTR-LU/PDG/C6/11/BL/2008 tanggal
23 Juni 2008 antara Pejabat Pembuat  Komitmen
dengan CV. PADEWA MENGGALA SAKTI tentang Pekerjaan
Pembuatan Saluran Drainase/Talud Jalan Bung Tomo
Kelurahan Gedong Air.

1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat Bulanan Nomor 1
(Periode 09-06 Juli 2008)

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Prestasi Kemajuan

Pekerjaan

W  Berkas CV. VALENTINE JAYA yang terdiri dari

1 (satu) buah Dokumen fotokopi Surat  Perjanjian
(Kontrak) nomor 602.2/142/KTR-
LU/PDG/C.10/11/BL/2008 tanggal 10 Juni 2008 antara
Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. VALENTINE JAYA
tentang Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase/Talud
Jalan Batusangkar RT 02/LK 11 Kelurahan Kelapa 111
Tanjung Karang Pusat.

1 (satu) buah Dokumen fotokopi Sertifikat Bulanan

1 (satu) buah Dokumen fotokopi Laporan Harian

1 (satu) buah  Dokumen fotokopi Laporan  Prestasi

Kemajuan Pekerjaan

X Berkas CV. DBEWI FORTUNA yang terdiri dari

1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak)
nomor 602.2/141/KTR- LU/PDG/C.9/11/BL/2008 tanggal
4 Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan
Cv. DBEWI FORTUNA tentang Pekerjaan Pembuatan
Saluran Drainase/Talud Jalan H. Agus Salim (dari
Depan Bank Danamon s/d Gang Grafika Raya Kelurahan
Kelapa II1I.

1 (satu) buah Dokumen  Asli Addendum | nomor
602.2/141.A/KTR- LU/PDG/C9/11/BL /2008 tanggal 17
Juni 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan
CV. DBEWI FORTUNA.

1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Pernyataan pekerjaan
sel esai 100% dari konsultan Cv. TAKABEYA
KONSULTAN.

1 (satu) buah Dokumen Asli Gambar Pelaksanaan (as-
built drawing).

(satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.

(satu) buah Dokumen Asli Laporan Prestasi Kemajuan
Pekerjaan

e
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Y Berkas CV. MENDAYUN CITRA PERKASA yang terdiri dari

1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak)
nomor  602.2/135/KTR- LU/PDG/C3/11/BL/2008 tanggal
11 Juni 2008 antara Pejabat Pembuat  Komitmen
dengan CV. MENDAYUN CITRA PERKASA tentang
Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase/Talud Jalan
DPR Kelurahan Jagabaya I1.
1 (satu) buah Dokumen Asli CCO (Contrak Change
Order) nomor 602.2/135.A/KTR-LU/PDG/C3/11/BL/2008
tanggal 25  Juni 2008 antara  Pejabat Pembuat
Komitmen dengan CV. MENDAYUN CITRA PERKASA.

1 (satu) buah Dokumen Asli Back Up Data - Volume CV.
MENDAYUN CIPTA.

PERKASA untuk pekerjaan Pembuatan Saluran
Drainase/Talud Jalan DPR Kelurahan Jagabaya II.

1 (satu) buah Dokumen Asli Sertifikat bulanan.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Harian.

1 (satu) buah Dokumen Asli Laporan Prestasi Kemajuan
Pekerjaan

z Uang sejumlah Rp. 397.239.172,15 (Tiga ratus sembilan
puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu
seratus tujuh puluh dua rupiah lima belas sen);

Semuanya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk

dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Ir. Hi. A.

SAUKI SHOBIER, SH, DONI PARARIAN, Amd., KHOMAINI
JANDRIANSYAH, dan YANURI ADI SAPUTRA -
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada
hari SENIN tanggal 11 JULI 2011 dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 14 JULI
2011 oleh MOERINO, SH. Wakil Ketua/Hakim Tinggi yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR sebagai Ketua
Majelis, SUTARTO.KS, SH.,MH. F.WILLEM SAIJA, SH.,MH.,
SELAMET HARYADI, SH.,M.Hum dan SUDIRMAN SITEPU, SH.,M.Hum.
masing- masing Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc sebagai

Anggota Majelis, dihadiri oleh WARSITO, SH. Panitera
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Pengganti, tanpa dihadiri terdakwa maupun Penuntut Umum

ataupun penasihat hukum terdakwa.- --------

Hakim- Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

d.t.o. d.t.o.

1. SUTARTO.KS, SH.,MH.
MOERI NO, SH.

d.t.o.
2. FWILLEM SAIJA, SH.,MH.

d.t.o.
3.SELAMET HARYADI, SH.,M.Hum.
d.t.o.

4. SUDIRMAN SITEPU, SH.,M.Hum.
Panitera Pengganti,

d.t.o.

WARSI TO, SH
UNTUK SALINAN RESMI
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. NELIDA, SH.
Nip.040029188
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